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ABSTRAKS

Pengamanan Kredit Dengan Jaminan Fidusia terhadap Benda
Persediaan Dalam Pemberian Kredit Pada Bank di wilayah
Pemerintah Kata Semarang. Nirwana, -SH. Tesis Praogram
Studi Magister Kenctariatan Universitas Diponegaro.

IDkuran bank dalam memberikan kredit pada calon
deba,tux yang dikenal dengan Ldma (5) G, salah satunya
adalah Jjaminan ataw agunan yang harus disediakan oleh
debitur. Qleh karema itu, jaminan merupakan syarat guna
memperkecil risika bank dalam menyalurkan kredit.

Dalan pengikatan kredit dengan Jaminan fidusia
sangat manguntungkan debitur karena di sanping memperoleh
kredit, dehitur masih tetap dapat menikmati atau
mempergunakan benda Jaminan tersebut sehingga tidak
mengganggu kegiatan usahanya. Pada intinya bahwa fidusia
merupakan hentuk penyerahan hak milik secara kepercayaan
atas suatu henda vang dijadikan Jjaminan kredit darid
kred;l.tur kepada debitur. - |

Obye_k Jjaninan fidusia sebagainana terdapat dalam
Pasal 1 butir (2} dan (4) serta Pasal 3 WIJF, dapat
dikatakan vang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda
vang dapat dimiliki, dialibhkan hak kepemilikannya,

. berwujud dan tidak = berwuiud, terdaftar dan tidak
\ terdaftar, hergerak dan tidak bergerak, sepanjang tidak
] dapat dihebani hak tanggungan. Obyek Jaminan fidusia yang
berupa benda persediaan sangat besar risikonya sesual
‘< dengan mabilitas henda tersehut. Oleh karena itu dengan
+ mengadakan penelitian pada bhank, diharapkan dapat
' menjawzsl permasalahan yang  herkaitan dengan upaya
pengamanan kredift dan pengawasan secara ketat terhadap
obyek Jaminan fidusia benda persediaan tersebutf.
2 Adapun metade yang digunakan dalam pemecahan
f p,exmasaiahan ini menggunakar metode pendekafan yuridis
| empiris dan metade analisisnya menggunakan analisis
| taksonomis.
' Pengamanan kredit merupakan wmata rantadl kegiatan
| bank, yang dimulal sejak bank mer,encanakan untfunk memberi
j kredit kepada calon debitur berupa. meng.lkat Jamdinan,
| mengasuransikan abivek damipan dan mengawasi Jalannya
C\j kredit. Untuk obyek Jamingn fidusia bhexupa benda
persediaan dehiftur wajib melaporkan keadaan Jaminan
! tersebut dan iuga wajib diganti oleh debitur untuk setiap
f benda persediaan yang telah dialihkan (dijual).
1 Dalam hal kreditur melakukan pengawasan texrhadap
chyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan perlu
. pengamatan dan pengawasan yang lebih dibanding dengan
‘Obyek Jaminan fidusia lainnya, karena henda yang
dijadikan jaminan tersebut dapat terjual habisT"‘
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ABSTRACT ;
fff
Credit Protection With Fiduciant Insurances On Stacks In
Crediting at Banks In Semarang City’s Jurisdiction.
Nirwana,, SH. Thesis on Magistrate cof HNetary’'s Programme
Diponegora University.

Bank’s standard aon crediting to the praspeckive,
debtor known as The Five of Credit, which one of them is
insurances or warranty which provided by debtor. That iS
why, insurances is the condition to minimize the hank’s
risk in crediting.

In credit’s binding with fiduciant dinsurances will
beneficial ta .debtor, besides accepting credits., they
still able to use that dinsurances so 1t woen’t bother
their bussiness activities. The point is that fiduciant
is the form of property’s handling over by trust on an
objects as a credit’s insurances from creditor to debtor.

The ohject of fiduciant dinsurances as noted aon
/Axticle 1 podnt- (2} and (4} also Article 3 UTUJF,
explained that the quallfmcathns of fiduciant insurances
chiects are pos&eaahlesf transferrables, concretes and
disconcretes, registered and unregistered, moving and
static cbilects, as long as they chargeable by risk. The
object of fiduciant dinsurances formed as stocks are
heavily xisky depend on thelr mobility. By carrying

,1 research om bharks hopely able to selve the problems
/

related with securing credit and fightly wmonitoring on
the object of fiduciant insurances formed as stocks.

The .approximation method used in this salving
problems is empirical juridist’s wmethod and the
analization method used is faxonomist.

Credlt prat@ctlon ig the links of bank’s activity,
started .gince the hank willing to credltang ta the
\pxoapective dehtor such as binding insurances, ta
insure the objects and supervising the credit’s flow. For
the ahiject af fiduciant insurances formed as stacks,

Q’debtqr have to confirm the stacks condition and alsa have
f ta replaced by debtar in case of the stocks are changed
E (sald) .

In case of creditor monitoring on the. iject of

\f&duc;ant insurances faxmed as stacks it takes moxe
\Qbservathn and centrol than athex f;duc1ant ;nsurancesﬁ
\caused stocks possibly sald Qui.
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BARBI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELARANG

Bangsa Indonesia sekarang ini -éedang giat-
giatnya melakukan pembenahan di -segaia bidang
pelitik, ekonomi, sosial budaya, hankam serta hukum.
Dari  kebiiaksanaan-kebijaksanaan penmnerintah yang -
ada, bidang ekonomi mendapat tempat yang adi
pricritaskan dan merupakan pusat strategi
pembangunan.

Dalam rangka mencapal tujuan pembangunan dan
pemerataan kesempatan usaha untuk memper luas
lapangan kerja dilakukan dengan jalan . meﬁingkatkan
_peranaﬁ usaha kecil yaitu  dengan ﬁemberikan
kemudahan dalam memberikan kredit sebagai tambahan
modal.

Hal ini' dipercayakan kepada Ilembaga Xkeuangan,
baik bank atau lembaga bukan bank Yang lebih
ditingkatkan fungsi dan  peranannya  agar = mampu
nenamnpung  dan mampu ﬁenyalurkan aspirasi minat

masvarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan'’.
yar ‘

Y Hasanudin Rachman, Aspek:Aspek Huknm Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,
(Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), halaman 105 '




Bank yang handal dan dipercaya masyarakat dengan
jaringan pelayanan dan  jasa diperluas“ sampal
menjangkag seluryh peloscok tanah air. Bénk memberi
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk
mengalokasikan dana dan memberikan penyediaan serta
kemudahan kredit bhagil yang membutuhkan.

Hntuk mempercoleh kredit tersebut adalah dengan
jalan meminjam kepada bank yang memang menyediakan

uang bagi pihak yang wmembutuhkan. Apabila orang

mengajukan permchonan kredit, maka sebelumnya pihak

hank harus melakukan analisa yang mendalam terhadap
setiap permohoran kredit yang -diterimanja“. Setiap
orang atau badan wusaha yang mendapat fasilitas
kredit dari bank, maka oerang atau badan usaha
tersebut telah mendapat kepercayaan dari pemberi
kredit qalam hal ini pihak bank, maka langkah
selanjutnyva pihak bank dengan pemohdﬁ kredit
mengadakan  kesepakatan dalam bentuk - perjanjian

kredit atau pengakuan hutang.

» Hasanudin Rehman, Ibid, halaman 105




Untuk mempercleh keyakinan tersebutf sebelum
memberikan kredit, bankuharus.meniLéi dengan seksama
terhadap watak, kemampuan, modal . agﬁﬁ%n, dan
prospek usaha debitur, faktqr—faktor; tersebut
memegang peranan penting dalam menentukan
pertimbangan pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan
ketentuan | Undang-undang {selanjutnya disingkat
dengan UU )} Perbankan MNo. 10 Tahun 1998,Ihahwa kank
tidak akan memberikan kredit tanpa suatu Jaminan
apapun. Di samping ketentuan tersebut pada bank
berlaku asaé “Cbmmandetefingverb@d“” yaitu adanva
pelarangan bagli bank bahwaldengan pemberian kredit
tersebut bank ikut menanggung risiko debitur. Salah
satu hak kreditur adalah untuk memperoleh Jaminan
atas kredit yang diberikan, hal ini ditegaskan dalam
UU Perbankan MNo.l1lQ Tahun 19298 dalam }Paaal 8
ayat (1)} menyebutkan bahwa dalam memb.eri'kém kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, hank
unum waiibh mempunyal keyakinan berdasarkaﬁ analisis
yang mendalém atas itikad dan kemampuan serta

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya

3 Yri Soedewi Masjhun, Beberapa Masalah Pelaksangan Lembaga Jaminan Khususnva
Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia, (Yogyakarta : FH.UGM, 1977), halaman
11.




atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan
yang diperjanijikan.

Keadazan yang demikian inilah, maka bank perlu
melakukan pengamanan kredit. Pengamanan kredit ini
dilakukan mulai dari orang akan mengajukan
permohonan kredit dan berakhir sampai dengan kredit
tersebut kembali lagi ke bank. Apabila diperinci
maka langkah-langkah yang diambil bank dalam
péngamanan secara prefentif dan pengamanan secara
refresif.

Pengamanan\ prefentif adalah pengamanan yang
dilakukan untuk menc=gah terjadinya kemacetan
kredit, sedangkan pengamanan refresif adalah
pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan
kredit-kredit yang telah mengalami ketidak lancaran
atau kemacetan.

Dengan demikian pengamanan kredit pada
hakeketnya adalah memperkecil risiko, bahkan sampai
pada melimpahkan risiko'yang mungkin timbul.

Sebelum keluar Undang-undang Jaminan Fidusia
lembaga jaminan semakin berkembang sesual

perkembangan Jjaman, sehingga lembaga Jjaminan vyang




diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan peraturan
lainnya dirasakan kurang dapat memenuhi untuk
memperoleh kreait sesuai kebutuhannya.

Keadaan demikian mendorong untuk timbulnva
lembaga jaminan baru yaitu fidusia atau disebut Jjuga
Fiduciaire Eigendoms overdracht, lembaga ini timbul
dari praktek. Oleh karena itu lembaga fidusia tidak
diatur dalam KUH Perdata, tetapli diakui oleh
Yurisprudensi, namun sejak Tahun 1999 Indonesia
telah mengatur Jjaminan fidusia dengan UU No. 42
Tahun 199S9. Dengan lahirnya UU ini dimaksudkan untuk
menampung kebutuhan masyarakat sebagai salah satﬁ
sarana dan memberikan kepastian hukum pada para
pihak yang berkepentingan.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para
peﬁberi fidusia untuk menguasai. benda = yang di
jaminkan, untuk melakukan usaha yang dibiayai dari
piniaman dengan menggunakan Jaminan fidusia.

Prinsip lain dari jaminan fidusia adalah jaminan
fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda Jjaminan

tersebut berada, vang dikenal dengan asas droit de




suite,h Artinya apabila henda- Jjaminan tersebut
beralih ke tangan orang lain, maka hak fiddsia atas
benda-benda tersebut tetap saja berlaku. Namun ada
kekecualian dari prinsip heralihnya jamiﬁan fidusia
tersebut, yaitu tidak berlaku terhadap . pengalihan
benda obyek jaminan fiduslia yang berbentuk barang
persedizaan ( §thk.perdagangan Y+ Dalam hal ini,
sesual dengan .benda tersebut vang memang selalu
heralih-alih, maka beralihnya benda ;persediaan
tersebut tidak @enyebabkan beralihnya hak ficdusia
vang hersangkutan. Hal ini telah ditegaskan dalam
Pasal 20 QYU Fidusia No. 42 Tahun 1999 yang
nenyatakan sebagai berikut :

“Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang

menjadi obyek Jaminan fidusia dalam tangan

siapapun benda tersebut berada, kecuali atas
benda persediazan yang menjadi obyek Jaminan

fidusia” .

QOleh sebab itu, apabila benda persedizaan yang
menjadi obyek fidusia tersebut dialihkan kepada
pihak ketiéa (pembeli), maka pembell benda
persediaaan tersebut terbebas dari = tuntutan,
meskipun pembeli tersebdt mengetahui tentang henda

yvang dibelinva adalah obyek jaminan fidusia dengan




ketentuan telah dibavar lunas dari harga penjualan
tersebut sesuai dengan harga pasar. Qleh karena itu

jaminan fidusia vyang obyeknya benda persedizaan

menimbulkan risiko yang besar bagi penerima fidusia.

B. PERUMUSAN MASALAH |

Dzlam penulisan ini, penulis %engadakan
pembatasan ruang lingkup untuk lebih mengena gbyekl
vang akan diteliti, mengingat luasnya permasalahan
sehingga tidak menyimpang dari tujuan :semula dan
tetap relevan dengan Judulnya, yaitu ' pengamanan
Kredit Dengan Jaminan Fidusia DPalam Pembherian Kredit
Terhadap Benda‘Persediaaan Pada Bank Di Wilayah Kota
Semarang %
1. Apa upaya vang dapat dilakukan oleh bank dalam

rangka  melakukan pengamanan kredit dengan

jaminan fidusia yang cbyeknya benda persedigan?

™

Apakah kreditur { bank ) dapat digugat sebagai
crang yang melakukan perbuatan melawan hukum Jjika
melakukan pengawasan secara ketat terhadap obyek

jaminan fidusia benda persediaan?




TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuvan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapal dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahul upaya yang dilakukan oleh
bank dalam rangka melakukan pengamanan kredit
dengan Jjaminan fidusia vang obyeknya benda
persediaan.

2.Untuk mengetahui kreditur dapat tidaknya
digugat sebagai orang vang melakukan
perbuatan melawan hukum bila melakukan
pengawasan secara ketat terhadap obyek

jaminan fidusia benda persediaan.

2. Kegunaan Penelitian
Sebagai harapan agar hasil penelitian ini
dapat memberikan kegunaan dari .sisi sebagai
berikut
1. Praktis
a. Diharapkan dapat memﬁeri sumbangan atau

masukan bagi policy maker dalam mengambil

keputusan atau membuat kebijakan yang
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berkaitan dengan perjanjian kredit dengan

Jaminan fidusia.

. Bermanfaat bagi pengelola bank yang kurang

memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian
kredit, sehingga mereka akan lebih hati-
hati 1lagi dalam pemberian kredit dengan

Jaminan fidusia terhadap benda persedizaan.

. Bermanfaat ragli masyarakat pada umumnya,

pemberi kredit pada khususnya.

. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang

berupa sumbangan bagil pengembangan Ilmu Hukum,

khususnya yang berkaitan dengan yuridis

perjanjian kredit.




D.

SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari lima bab vaitu :

Bab I

BAB IXT

Pendahuluan
Menguraikan  fakta-fakta vyang menjadi
latar belakang masalah, permasalahan,
tujuan dan manfaat penelitian dari
penulisan ini, dan akhirnva disusun
sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka

Mehguraikan secara Sistematis sumber-
sumber pustaka dan berbagai pendapat para
ahli sebagai sumber yang digunakan dalam
penyusunan tesis. Dalam bab ini diuraikan
mengenai pengertian kfedit, arti
pentingnya jaminan dalam pemberian
kredit, ©pengertian Jaminan, pengertian
dan  prinsip-prinsip Jaminan = fidusia,
ruang lingkup dan obyek jaminan fidusia,
pembehanan Cichngiag, pendal baran daty
pengalihan, hapusnya Jjaminan fidusia

serta eksekusi.
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BAR III Metode Penelitian

BARB 1V

BAB V

Ménerangkan mengenal metode vang dipilih
dan yang dipergunakan dalam penelitian
terdiri dari pendekatan masalah, tipe
penelitian, penentuan sampel, pengumpulan
data dan metode analisa data.

Hasil penelitian

Dilakukan penulis dan -disajikan secara
runtut, terintegrasi dan menjawab dari
permasalahan dari bab terdahulu. Pada
pembahasan 1ni diuraikan .kenyataan dari
hasil kerja penelitian dan hasil temuan.
Kééimpulan dann Saran

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat
dari hasil penelitian dan pembahasan dan
sekaliqgus merupakan jawaban dari
permasalahan.

Sedangkan saran akan dibuat berdasarkan

pertimbangan dan pengalaman penulis.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

I. TINJAUAN ATAS KREDIT DAN JAMINAN
A. Pengertian Kredit
Kata “kredit” ©berasal dari bahasa Romawi
“.Cll‘re\c_;er.e“ artinya percaya, {Belanda vertrouwen,
Inggris + believe, trust .'O-.E‘ confidence)® .
Kepercayaaan 1ini merupakan dasar g;tari se.tia'p
perikatan vaitu sesecrang berhak menuntut sesuatu
dari .grang lain, o¢leh karena itu dasar dari kredit
adalah kepercayaan. Secrang atau badan yang
merberikan kredit (kreditur) percaya bahwa
penerima kredit (debitur) dimasa wnendatang mampu
memenuhl segala sesuatu vang telah dijanjikan, apa
vang dijanjikan itu dapat herupa uang, barang atau
Jasa.
Mernurut Mariam Darus Badrulzaman pengertian
kredit adalah® penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakdn dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan

“ Mariam Dares Badralzaman, Aneka Hukom Bisnis, (Bandung, Alumni, 1999), halaman 137,
% Mariam Darus Badrolzaman, Jbid, Halaman 137




pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam agar
melunasi utangnya setelah Jjangka waktu tertentu
dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil
keuntungan.

Dipandang dari sudut ekonomi, kredit diartikan
sebagai penyediaan uwang atay tagihan. Pengertian
ini dapat kita lihat di dalam Pasal 1 angka 11 UU
No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwq
kredit adalah penyedian wuang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, bérdasarkan
persetujuan ataw  kesepakatan pinjam‘ meminiam
antara bank dengan‘ pihak lain yang ‘mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian hunga.

sedangkan menurut Hasanuddin®, paling ‘tidak
ada 4 (empat} ﬁnsur kredit, vaitu dengan gambaran

berikuts

% Hasanudin Rachman, Opeit halaman 106=107
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Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan
kredit, dilandasi dengan adanya geyakinan oleh
hank/lembaga pembiayaan konsumen bahwa kredit
tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Waktu berarti bhahwa pelepasan kredit oleh

kreditur dengan pembayaran kembali oleh debitur

tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan,

melainkan dipisah dengan tenggang waktu.

Risiko berarti setiap pelepasan kriedit Jenis

apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu

risike yang tergantung di dalam Jjangka waktu
antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali.
Hal ini herarti semakin panjang Jjangka waktu
kredit semékin.tinggi risiko kredit tersebut.

restasi berarti bahwa setiap kesepakatan

terjadi antara kreditur dengan debiturnya mengenatl

14




suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula

akan terjadi suatu prestasi dan kontra pfestasix
Ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu

permohonan kredit dapat dikabulkan dikenal dengan

“the five Cs credit bank”" yaitu meliputi

&. Character, penilaian untuk mengetahui tingkat
kejujuranr.integritas, dan kemauan dari pemchon
kredit untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan
usahanya.

. Capacity, penilaian pada kemampuaﬁ. pemaohon
kredit untuk mengendalikan, menguasai bidang
usahanya serta kesungguhian dan dapat melihat
perspektif masa depan, sehingga usahanya dapat
berjalan dengan baik dan mempercleh keuntungan.

¢, Capital, penilaian pada pemedalan pemochon
kredit, yaitu distribusi modal yang ditempatkan
oleh pemchon hersumber darimana-saja‘dén apakah
Telah efektif penempatannva.

d. Collateral, adalah jaminan untuk persetujuan

pemberian kredit dimana akan menjadi sarana

" Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung, Alumui, 1989), halaman




pengamanan atas risikoe vyang mungkin timbul
akibat cidera janji.

e. Conditicnal of  Economy, adalah penilaian
kondisi ekonomi secara umum atas sektor usaha
dari pemchon kredit, sebagai akibat pengaruh
sosial, pelitik dan ekonomi.

Dalam Pasal 8 UU No.1Q Tahun 1998 tentang
perbankan mengambil pendekatan analisa kredit
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. dalam menmberikan kredit atauw " pembiavyaan
berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis vyang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitur wntuk melunasi
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesual ‘dengan yang diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman
perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
aleh Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan  Pasal 8
dikemukakan  bahwa kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh
bank .meﬁgandung risika, sehingga dalam pe-
laksanaannyva bank harus memperhatikan asas-asas

perkreditan atau pembiayaan herdasarkan Prinsip

Syariah vyang sehat. Untuk mengurangi risiko
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tersebut, | jaminan pemberian kredit atau
pembiayaan herdasarkan Prinsip Syariah dalam.
arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan
nasabah debitur wuntuk melunasi kewajibannya
sesual dengan yang diperjanjikan - merupakan
faktor penting yang harus diperhatikan .oleh

hank.

B.Ee:janjian.Kredit
1l.a. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian
didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih msngikatkan dirinya
terhadap satu orng lain atau lebih.

Dari pengertian tersebut diatas dapat
dirumuskan bahwa dari suatu perjanjian lzhirlah
kewajiban atau prestasi dari satu pihak dan
pihak lain berhak dari prestasi tersebut. Ada 3
{tiga)} bentuk kewajiban/prestasi dalim suato
perjanjian?, vaitu:

1. perjanjian untuk mempberikan/menyerahkan

suatu, misalnya jual beli, sewa menyewa.

® Soebekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Interimasa, 1987), halaman 26. |
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Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya
perjanjian untuk membuat suwatu lukisan.

3. Perjanjian untuk tidak- berﬁuat sesuatu,
misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan

pagar.

. Syarat-syarat Sahnya perjanjian

Untuk syarat sahnya perjanijian diatur
didalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu para
pihak harus memenuhi syarat-syarat Itersebut
dibawah ini : |
1. Sepakat mereka vang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu.perjanjiah
3. Mengenai suatu hal tertentu
4., Suatu séhab vang halal
Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat
yang subyektif sedangkan syarat yang ketiga dan
keemapt merupakan syarat obyektif, Apgbila
perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka
perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Belanda:
vernietig, Inggris: voidable), apabila syarat
chyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian
tersebut batal demi  hukum (Belanda:nietiqg,

Inggris: wvaid )

18




cm‘Aaas-aaaa-ﬁerjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa

asas—asas umum yang meliputi® :
1. asas kebebasan berkontrak

Asas ini memberi hak kepada para pihak
untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa
saja dengan siapa saja, selama mereka
memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
Asas ini tersimpul dari Pasal 1338 KUH
Perdata yang menegaskan bahwé semua
perjaniian vang dibuat secara séh berlaku
sgbagali  undang-undang | bagi mereka vang
nembuatnya. Jadi perjanjian yang dibuat aleh
pihakQQihak tersebut mengikat bggi kedua
belah pihak dengan pembatasans .
a. asal tidak bertentangan dengan ketertiban

umum.
b tidak boleh bertentangan dengan ke-
susilaan.,

c. tidak boleh bertentangan dengan Undang-

undang.

% Gunawan Widjaja &Ahmad Yani, Jaminan Fidusia. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2000,
halaman 18,




2. asas konsensualitas
asas 1ni memberi kesempatan. | seluas-
luasnya kepada para pihak untﬁk. membuat
perjanjﬁan yang akan mengikat mereka sebagai
undang-undang selama dan sepanjang dapat
dicapai kesepakatan para pihak.
3. asas perscnalia
perjanjian akan melahirkan hak dan
kewajiban diantara para pihak yan
membuatnya, seseorang tidék dapaﬁ mengikatkan
dirinya wuntuk kepentingan maupun kerugian
bagi pihak ketiga kecuali terjadi peristiwa

penanggungan.

Eerjanjiah Kredit Adalah Perjanijian Pendahuluan

Perjanjian kredit terdiri atas kata
perjanjian dan kredit. Selain yang sudah bahas,
menurut Q.P Simorangkir dalam ‘Hasanuddin
Rahman'”, = kredit adalah pemberian prestasi
dengan balas prestasi (kontra prestasi) .akan

terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini

% Hasannddin Rahman, Op Cit, halaman
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kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang,
maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai
alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit
berfungsi koeoferatif antar si pemberi kredit
dan si penérima kredit ataun antara kreditur dan
debitur,

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1754 KUH
Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam,
yang hampir sama dengan perjanjian kredit bhank.

Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian
dengan mana pihak vang satu wemberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu
barang-barang yang menghabis karena
pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah
vang sama dari macam dan keadaan sama pula.

Mariam Darus Badrulzaman'® juga berpendapat
bahwa perjanjian kredit bhank adalah pérjanjian
pendahuluan (Voorovereenkomst) dari penyerahan
uang. Perjanjian pendahuluan ini  merupakan
hasil permufakatan antara pemberi dan penerima

pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar

keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil

' Mariam Darns Badrulzaman, Op Cit, halaman




obligatoir, sedangkan penyerahan uangnya adalah
hersifat riil.

Beberapa fungsi dari perjanjian kredit
adalah : '@
1. Perjanjian kredit berfyngsi sebagail

perjanjian pokek, artinva perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan hatal atau

tidak batalnya perjanijian lain yang
mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan
Jaminan.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat
bukti Imengenai batasan-batasan hak dan
kewajiban diantara kreditur dan debitur,

3. Perjanjian kredit berfungsi sehbagai alat
untuk melakukan monitoring kredit.

C. Pengertian Jaminan
Istilah jaminan dari kata “jamin” vang berarti
tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai
tanggungan. Dalam KUH Perdata hanya mengatur
secara umum saja yang dapat kita lihat dalam Pasal
1131 KUH Perdata yang menyebutkan :
Segala kebendzan si‘ herutang, béik yang
bergerak maupun yvang tidak bergerak, haik yang
sudah ada maupun yang akan ada Jdikemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala
perikatan perseorangan.

*2 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 1995), halaman 228,




. Dalam hal ini orang vyang meminjam uang tidak
hanya wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya,

akan tetapi wajib menyediakan barang-barang ataun

harta bendanya sebagal Jaminan pelunasan
hutangnya®® .
Bunyi pasal tersebut vkurang memperi

perlindungan bagi kreditur karena setiap kreditur
mempunyal hak yang sama untuk pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan harta kekayaan debitur
tersebut. Untuk mencegah kerugian para kreditur,
Undang-Undang n@ngatur hak jami@an vang hersifat
khusus seperii yang diatur dalaleUH Perdata Pasal
1139-1149 (piutang vyang diistimewakan), Pasal
1150-1160 (Gadal), Pasal 1162~-1178 (Hipotik) dan
Pasal 1820-1850 (penanggungan), UU Hak Tanggungan,
UU Jaminan Fidusia.

Dengan demikian jaminan adalah suatu
tanggurigan yang diberikan oleh seorang debitur dan
atau pihak ketiga kepada kreditur untuk. menjamin

kewajibannva dalam suatu perikatan. Lembaga

10 Oey Hoey Tiong, Fidusia_sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, (Jakarta, Ghalia

Indonesia, 1985), halainan 12
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jaminan ini diberiken untuk kepentingan kreditur
guna menjamin dananya melalui suatu ﬁerikatan
khusus yang bersifat accescir dari perjanjian
pokak ‘(_pe-'rj-.anji._an kredit) oleh deb.itu_f déng.an

kreditur ¥

D.Arti Penting Jaminan Dalam Pemberian Kredit

Agunan/jaminan sepagai salah satu unsur dalam
pemberian kredit, karena dengan adanya Jjaminan
kepada bank, maka besar kemungkinan kredit vyang
teigh disalurkan akan kembali. Pengikatan jaminan
dalam pemberian kredit bhukan semata-mata
untuk menguasail jafainan tersebut, naﬁun memberi
perlindungan. keamanan kredit yang _télah;
disalurkan. : Sehingga obyek jaminan merupakan
tindakan terakhir dalam penyelesaian kredit yang
bermasalah, uni:uk itu per_lu pengawasan/monitoring
kéberadaan jaminan tersebut.

P‘enlb.er;an jaminan adalah bersifat accesoir
artinya melekat atau mengikuti perjanjian pokoknya

yaitu perjanjian kredit, wuntuk lebih mwmenjamin

" Marjam Darus Badrulzaman, Makalah : Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan,
Jakarta, 9-10 Mei 2000 : =
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kembalinya kredit yang_disalurkan sébaiknya setiap
jaminan kredit dJdiesuransikan sesual depgan sifat
Jaminan  tersebut. Hal ini dimaksuékan. untuk
menperkecil atau .melimpahkan rigsiko bilamana

terjadi hal~hal vyang tidak diinginkan seperti

kebakaran dan lain sebagainva.®

ITI. TINJAUAN UMUM JAMINAN EFIDUSIA
A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Jaminan Fidusia
Istilah fidusia telah lama dikenal dalam
bahasa Indonesia yang sekarang telah ada Undang-
Undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu
UU N¢.42 Tehun 1899, akan tetapi kadang-kadang
dalam hahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut
juga istilah “Penyerahan Hak Milik Secara
Kepercayaan”. Dalam termoclogli Belanda disebut
dengan istilah Fiduciare Eigendom bverdracht}
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan

istilah Fidueclary Tramnsfer of Ownership.'®

1% Murdyarsyah Sinungun, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, (Jakarta : Yagrat,
1979), halaman 142 7
% Munir Foady, Jaminan Fidusia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 3




Pengertian fidusia dan Jaminan fidusia diatur
dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Na. 42
Tahun 19992, yaitu :

Ayat (1)} Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan
suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa henda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda.

Ayat (2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun
vang tidak berwujud dan benda tidak
bergerak khususnya bangunan yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan sehagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang
tetap berada penguasaan pemberi fidusia,
sebagal agunan tertentu, yang memberikan
kedudukan diutamakan kepada penerima
fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada ‘intinya bahwa fidusia merupakan
penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap
suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena
hanva penyerahan hak milik secara kepercayzan maka
hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan
bendanya masih tetap dikuasai debitur atas. dasar

kepercayaan dari kreditur.
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Ada beberapa prinsip hukum dalam UU No.42
ﬂahﬁn 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menﬁrut
M. Yahya Harahap!”, vaitu :

1. Asas spesialitas atas fixed lgan
Benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi
pelunasan utang tertentu, dengan demikian harus
jelas dan tertentu serta pasti Jjumlah utang
debiturnya.

2. Assegsor
Jaminan fidusia adalah perjanijian ikﬁtan dari
perjanjian pokek yaknl perjaniian utané, dengan
daemikian kéabsahan perjanijian jaminén fidusia
tergantun pada keabsahan perjanjian pokak,
penghapusan benda ochyek jaminan fidusia
tergantung pada hapusnya perjanjian pokok.

3. Asas hak preferen
Memberi kedudukan hak vang dilakukan kepada
penerima £fidusia (kreditur) terhadap kreditur
lainnya, .hak didahulukan tersebut tidak hapus

karena adanys kepailitan dan atau likuidasi.

*» HP. Panggabean, Makalsh Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia,
(Bandung, 2000), halaman 2.
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4.

vang memberi fidusia

Harus pemilik benda itu sendiri, jika benda

tersebut milik pihak ketiga maka pengikatan
faminan fidusia tidak Dboleh dengan kuasa
subsitusi tetapi harus langsung penilik pihak

ketiga yang bersangkutan.

. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima

atau kuasa atau wakil penerima fidusia
Ketentuan ini dimaksudkan dalamn rangka

pembiayaan kredit konsorsium.

6. Larangan melakukan fidusia ulang terhadap obyek

jaminan fidusia yang sudah terdaftar

Apapila obyek jaminan fidusia udah terdaftar
berarti obvek Jjaminan fidusia telah beralih
xepada penerima fidusia, oleh karena 1itu
pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan
penerima fidusia.

Asas droit de suite

Jaminan fidusia tetap mengikuti Dbenda yang
menjadi -“obyek Jaminan fidusia dalam tangan

siapapun benda itu Dberada, kecuali pengalihan




hak atas piutang {cessie) dan terhadap henda
persediaan.
Sedangkan ada 4 (empat) prinsip“ﬁtama dari
jaminan fidusia yaitu '®: |

i;Bahwa secara riil, ©pemegang fidusia hanva
‘berfungsi sebagzl pemegang Jaminan saja, bukan
sebagai pemilik sebenarnya.

2. Hak pemegang fidusia untuk .eksekusi barang
Jaminan baru ada Jjika wanprestasi dari pihak
debitur.

E‘Apabila. hutang sudah dilunasi, maka hak'.obyek
Jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak
pemberi fidusia.

4.Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia
melebihi Jumlah hutangnva, ‘méka sisa hasil
penjuaan harus dikembalikan kepada“pemberi
fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihanﬁ hak dalam
konstruksi .hukum tentang fidusia inir haruslah

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

'8 Munir Fuady, op cit, halaman 4
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1. Terdapat perjanjian vang bersifat zakeliijk.

23 Adénya titel untuk satu peralihan hak .

3. Adanya kewenangan untuk wmenguasai benda dari
orang yang menyerahkan henda.

4. Cara tertentu untuk penyerahan, vyakni .dengan
cara caonstitutum possesarium bagi  bhenda
bergerak yang berwujud atau dengan cara cessie

untuk piutang.

B. Arti Pentingnya lembaga Jaminan Fidusia
1. Arti Pen;ingnya Lembaga Jaminan
Da lam rangka pembangunan ekonomi  di
Indonesia, bidang hukum meminta perhatian yang
serius dalam pembinazan hukumnya, diantaranya
adalazh lembaga jaminan. Seiring perkembangan
ekonami dan perdagangan akan diikuti oleh
kebutuhan kredit tersebut'®,
Kegiatan-kegiatan perekonomian yang me-
nyangkut masalah perkreditan tentunya banyak

terjadi dalam lalu lintas perekonomian di

% 3ri Soedewi Masjchun, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jamingn dan
Jaminan Perorangan. (Yogyakarta : Libertl, 1980).
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negara sedang berkembang, sehingga kebutuhan

akan modal cukup besar.

b
Dengan adanya perkembangan ekonomi dan

perdagangan akan selalu diikuti oleh
perkembangan kebutuhan akan kredit dan
pemberian fasilitas kredit, dan dini akan

memerlukan adanya jaminan, hal ini demi
Keamanan bagil pemberi kredit Tersebut. Artinya
piutang dari pihak vang meminjamkan akan
terjamin dengan adanya jaminan.Disinilah letak
pentingnya lembaga Jjaminan.!”

Jadi dengan adanya jaminan tersebut akan
mengurangi risiko yang mungkin terjadi, apabila
debitur wanprestasi atau tidak mau nembayar
hutangnva pada waktu yang telah ditentukan.

Lembaga jaminan mempunyai tugas melancar-
kan dan mengamankan pemberian kredit, maka
Jaminan yang baik (ideal) menurut Soebekti
adalah sebagai berikut
a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan

kredit oleh pihak vang memerlukan.

b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuvatan) si
pember kredit untuk melakukan atau
meneruskan usahanva.

C. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi
kredit dalam arti bahwa barang Jjaminan

setiap waktu bersedia untuk dieksekusi,
vaitu bila perlu dapat mudah diuvangkan

'™ Purwahid Patrik & Kashadi, Hukum Jaminan , (Semarang : Undip, 1993), halaman 3
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untuk melunasi utang si penerima
(pengambil) kredit.*®

2. Arti Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia

Fidusia ' atau lengkapnya fiduciare

eigendoms ovbrdracht sering disebut sebagal

jaminan hak ﬁilik kepercayaan vang penyerahan-
nya secara coﬁstitutum possesorium.

Sesyail k%tentuan dalam Pasal 1150 avat(2)
KUH Perdata,; merupakan hambatan berat bagil
pemberi jamingn gadal atas benda-benda bergerak
berwuijud ka#eha tidak dapat mempergunakan
kembali beﬁda yang digadaikan untuk
keperluannya terlebih jika benda yang dijadikan
fanggungan mérupakan alat penting untuk méta
pencaharian.:

Dengan ; adanya kekurangan-kekurangan
tersebut maka butuh suatu bentuk lembaga
Jjaminan lain; keadaan demikian mengakibatkan
timbulnya ke%daan baru vyailtu lembaga Jjaminan
fidusia. Keaéaan ini mulanya terjadi di negeri

Belanda yait$ dengan adanya Arrest Hoge Raad

18 Soebekti, Jaminan-Jaminen untuk Pemberian Kredit Menunt Hokum di Indonesia,
(Bandung ; Alumni, 1986}, halaman:29.
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tanggal 25 Januari 1929 yang dikenal dengan
Bierbrouwerij Arrest.'®

Dalam masa pembangunan ini dirasakan perlu
adanyal lembaga Jaminan vyang sifatnya lebih
longgar, artinya pihak debitur masih dapét
menikmati benda Jaminan untuk mengembangkan
usahanya. Hal ini untuk memacu debitur agar
usahanya - tidak '~ terhenti akibat benda-benda
modalnya d}gunakan sebagai djaminan terhadap
kreditur.

Adanya lembaga jaminan fidusia dirasakan
sangat menguntungkan pihak debitur karena di
samping telah mempercleh kredit, pihak debitur
masih tetap bisa menikmati atau mempergunakan
benda Jjaminannya sehingga tidak mengganggu

kegiatan usahanya. Itulah letak arti pentingnya

i .

lembaga jaminan fidusia dalam kehidupan sehari-

hari selain itu demi keamanan dan kepastian

hukum bagi si pemberi kredit.2?”

19) S1i Socdewi Masjchun,Op off, halaman 13-19
¥ A Hamzah & Senjun Manulung, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia,
(Jakarta ;: INDHILL-CO, 1987), halaman 38.
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C. Sejarah Fidusia

1.

3

Jaman”Romawi

Ada dua Dbentuk Jjaminan fidusia, vaitu
fidusia cum creditore dan fidusia cum amico.
Keduanya timbul dari perjanjian vyang disebut
pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan
penyerahan hak atau in Jjure cessioc. Dalam
bentuk yang pertama, seorang debitur
menyerahkan barané dalam pemilikan kreditur,
kreditur sebagal pemilik mempunyai kewajiban
untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu

kepada debitur Dbila debitur telah memenuhi

kewajibannva. Sedangkan fiducia cum amico
terjadi bilamana seorang menyerahkan
kewenangannya kepada pihak lain atau

menyerahkan suatu barang kepada lain untuk
diurus. Dalam bentuk ini, berbeda dengan
fiducia cum creditore kewenangan .diserahkan
kepada pihak pemberi atau dengan Xkata lain
penerima - menjalankan kewenéngannya untuk

kepentingan pihak lain®?’,

2 purwahid Patrik & Kashadi, Op Cit, halamsan 33
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Di Neggri Belanda

Pada pertengahan abad ke-19 terjadi krisis
pertanian vyang melanda negara-negara eropa,
terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan
pertanian untuk memperoleh krediti Pada waktu
itu tanah sebagai Jjaminan kredit menjadi agak
kurang populer, kreditur menghendaki Jaminan
tambahan di samping jaminan tanah tadi. Kondisi
ini menyulitkan perusahaan-perusahaan pertanian
dengan menyerahkan alat-alat pertaniannya
sebagai jaminan gadai dalam pengambilan kredit.

Untuk mengatasi hal tersebut dicari

' terobosan-terobosan dengan mengingat konstruksi

hukum vyang ada, vaitu Jjual beli dengan hak
membeli kembali dengan sedikit penyimpangan.
Bentuk ini dikenakan untuk menutupi suatu
perjaniian peminjaman dengan Jjaminan. Pihak
penjual (penerima kredit) menjual barangnya
kepada pemberi (pemberi kredit) dengan
ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu

penjual akan membelil kembali barang-karang itu

dan barang~barang tersebut masih tetap berada
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dalam penguasaan penjual dengan  kedudukan
sebagal peminjam pakal.

Akhirnva di. negeri Belanda mulai
dihidupkan kembali bentuk pengalihan hak milik
secara kepercavaan atas barang-barang bergerak
yvang pernah dipraktekkan di jaman Romawi yaitu
fiducia cum creditore.

Setelah fidusia pada Jjaman Romawi .sekian
lama Dberkembang dalam praktek bisnis, maka
diakui lembaga jaminan tersébut dalam
yurisprudensi, vyang dikenal dengan nama

Bierbrouwerij Arrest dalam kasus seorang
cape houder vang membutuhkan kredit dari pabrik
bir, tetapi, tidak mempunyai kenda lainuntuk
dipertanggungkan dari investarisnya. Jika
Inventarisnya diserahkan sebagaili Jjaminan, maka
dia tidak dapat bekerija lagi, kemudian sebagal
jalan keluarnya pemilik cape menyerahkan hak
milik atas barangnva dengan perjanjian bahwa
penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.zﬂ

Di Indonesia

Di.  Indonesia pada tahun 1932 barulah
terdapat petunjuk bahwa dalam sistem hukumnya
mengikuti praktek di negeri Belanda. Yang
dimaksud adalah keputusan Hooggerechtshof (HGH)
tanggal 18 Agustus 1932, Keputusan vang
dimaksud adalah keputusan  perkara antara
Bataafsche Petroleum Maatschappii (BPM) sebagal

) A, Hamzah & S. Manutung, Op Cit, halaman 24.
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penggugart melawan Pedro Clignett sebagai
tergugat. Dikenal dengan BPM-Clignett Arrest
keadaan demikian lahirlah vyurisprudensi vang
pertama mengenai lembaga jaminan fidusia.””

|
Pada perkembangan selanjutnya benda-benda
yang tidak dapat diikat dengan hipotik atau
gadai dapat diikat dengan fidusia, misalnya
bangunan yang berdiri di atas tanah milik orang
lain, dalam UU Ne.16 Tahun 1985 tentang rumah

susun dan UU No.4 Tahun 1992 tentang perumahan

dan pemukiman.

D. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 2’ UU No.42 Tahun 199% tentang
Jaminan Fidusia memberikan bpatasan ruang lingkup
berlakunya Jaminan fidusia terhadap setiap
perjanjian pokok yang pengikatan benda jaminannya
dengan jaminan fidusia.

Sebelum UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, benda yang meniadi obyek jaminan fidusia
hanya terhadap benda bergerak yang terdiri benda
persediaan {(inventory), benda perdagangan,

piutang, peralatan mesin dan kendaraan. Namun

23} ri Soedewi Masjchun, Op Cit. halaman 74.
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dengan berlakunya UU Na.42 Tahun 1999, chyek
jamiﬁan fidﬁaia diperluas vang terdagpat dalam
Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal

20, Benda-benda vang menjadi o¢byek Jaminan

fidusia tersebut adalah sebagai berikut :*%

1. Benda tersebuyt harus dapat dimiliki dan
dialihkan secara hukum.

2. Dapat atas bhenda berwujud.

3. Dapat juga atas benda tidak kerwujud, termasuk
piutang.

4 Benda bergerak.

5. Benda tidak bergerak vyang tidak dapat diikat
dengan hak tanggungan.

6. Benda tidak bhergerak vyang tidak dapat diikat
dengan hipotik.

7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap
benda akan diperocleh kemudian. Dalam hal bhenda
yvang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan
suatu pembebanan fidusia tersendiri.

8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

9. Dapat 3Jjuga atas lebih dari satu jenis atau
satuan benda.

10, Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi
obyek fidusia.

11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda
yang menjadi obyek jaminan fidusia.

12. Renda persediaan (inventary), stok perdagangan.

Terhadap pembebanan fidusia yang bbyeknya
barang persediaan, dalam hukum Anglo Saxon dikenal

dengan nama fleoating’’ lien atau Ffloating chazge.

9 Munir Fuady, Q Cit, halaman 23.

*> Floating (mengmnbang) karena jumlah benda yang menjadi obyek jaminan sering
berubah<ubah sesuai dengan persedisan stok, mengikuti irama pembelisn dan penjualan benda
tersebut,
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nerelk, kualitas dari benda tersebut,

Obyek Jjaminan fidusia yang berupa henda
persediaan/inventory yang selalu berubah-ubah atau
+idak tetap dalam akta jaminan fidusianya.‘perlu
dicantumkan uraian vang Jelas mengenai Jenis,
9 dan
keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar

benda atau piutang harus dijaga dan dilaporkan

kepada penerima fidusia.

Pembebanan Fidusia

Pembebanan benda dengan Jjaminan  fidusia
dibuat dengan akta -notaris dalam bahasa Indonesia
dan merupakan akta Jjaminan fidusia, demikian
punyi Pasal 5 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999

)

tentang Jjaminan fidusia.?’’ Akta jaminan fidusia

harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang
)

berwenang dalam hal ini notaris.”

Akta Jjaminan fidusia sekurang-kurangnya

memuat”

:'f) Penjelasan Pasal 6 UUJF.
) Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op Cit, halaman 135.

3 pasal 5 UUJF. Di datam Pasal 1870 KUH Perdata ditentukan bahwa akta notaris

merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempuima tentang apa yang dimuat di
dalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisitya atau para pen gpanti haknya,

29 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op Cit, halaran 135.
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a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusiz
Tdentitas tersebut meliputl. nama lengkap,
agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan
dan tanggal lahir,  Jjenis kelamin, status
perkawinan dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokck yang dijamin fidusia,

yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang
dijamin dengan fidusia.

c. Uraian mengenal benda yang menjadi obyek
Jaminan fidusia;
Cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan
nenda tersebut, dan dijelaskan mengenal surat
pukti kepemilikannya. Dalam hal benda vyang
menjadi obyek jaminan fidusia itu benda
persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah
dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku,
parang jadi, atau portofolio perusahaan efek,
maka dalam akta dJaminan fidusia dicantumkan
uraian mengenai Jenis, merek, kualitas dari
benda tersebut.

d. Nilai penjaminan

e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan
hari dan tanggal, Jjuga dicantumkan mengenai waktu
{jam) pembuatan akta yang berguna buat
mengantisipasi adanya fidusia ulang. Dimaskudkan
dengan pencantuman jam tersebut jika terdapat dan
ternyaté penerima fidusia lebih dari satu dalam
hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya maka
akta yang lebih dahulu mendapat prioritas terlebih

dahulu.”"

3 Martin Roestami, Makalah Peuibebanan dan Pendaltaran Jaminan Fidusia, (Jakarta,

tanggal 9-10 Mci 2000), halaman 8-9.
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F. Pendaftaran Fidusia

1.

Asas publisitas

Pendaftaran benda vyang dibebani dengan
jJaminan fidusia merupakan salah satu asas
utama hukum Jjaminan kebendaan agar memenuhi
asas publisitas, sekaligus menjamin kepastian
terhadap kreditur lainnya mengenal benda yang
telah dibebani Jjaminan fiduslia sehingga tidak
terjadi fidusia ulang.

Adanva kewajiban pendaftaran Jaminan
fidusia ke instansi vyang berwenang dalam hal
ini kantor pendaftaran fidusia merupakan salah
satu perwujudan asas publisitas, dimana kantor
pendaftaran fidusia itu terbuka untuk umum.
Kantor pendaftaran fidusia

Pasal 11 UU No.42 Tahun 1999 tentang
jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani
dengan Jjaminan fidusia didaftarkan pada kantor
pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran
fidusia ini berada di bawah naungan Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Suatu permohonan pendaftaran Jjaminan

fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia,
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kuasa atau wakil wajibh melampirkan pernyataan
pendaftaran yang memuat (Pasal 11 ayat 2 UU
Jaminan Fidusia) ;™
a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
. Tanggal, nomor akta Jaminan fidusiz, nama
dan tempat kedudukan notaris yang membuat
akta jaminan fidusia.
c. Data perjanjian pokok yvang dijamin fidusia
d. Urazian mengenali benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia '
g, Nilail penjaminan
£. Nilai ©bhenda vang menjadi obyek Jaminan
fidusia
Kemudian kantor pendaftaran fidusia
mencatat Jaminan fidusia dalam Buku Daftar
Fidusia pada tanggal vyang sama dengan tanggal
penerimaan permohanan pendaftaran. Kanter
pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian
terhadap  kebenaran yvang dicantumkan dalam

pernyataan pendaftaran Jjaminan fidusia, tetapi

hanya melakukan pengecekan data saja.’™

3. Lahirnys Jaminan Fidusia

Penerima fidusia nenerima sertifikat
jaminan’ fidusia vang diterbitkan o¢leh Kantor

Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang

9 ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Jaminan Fidusia, (S8emarang : Undip, 2001),

halaman 21.

52 Jgnatius Ridwan Widyadharma, Jbid, halaman 23.




sama dengan tanggal penerimaan permohonan
pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat Jjaminan
fidusia merupakan salinan dari Dbuku Daftar
Fidusia vang memuat ¢atatan tentang hal-hal
yang dinvatakan pada saat pendaftaran.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal vyang
sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia
dalam buku Daftar Fidusia.”™ Dalam sertifikat
jaminan dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga
sertifikat Jaminan fidusia mempunyal kekuatan
eksekutorial, vaitu mempunyai kekuatan vyang
sama dengan putusan pengadilan yang telah

nemperoleh kekuatan hukum tetap.??

G. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Hak Fidusia

1.

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin
dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi
nhukum segala hak dan kewajiban penerima

fidusia kepada kreditur baru (accesoir).

%) pasal 14 ayat (1), (2) UUIF
3 Naksud dari kekuatan cksekutorial adalah dapat dilaksanakan tanpa melalai pengadilan

dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanskan putusan tersebut.
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Beralihnya Jaminan fidusia  tersebut  harus

1

didaftarkan oleh kreditur Daru pada kantor
pendaftaran fidusia.™™

Dalam ilmu hukum “pengalihan hak atas
piutang”, dikenal dengan istilah “cessie”
yaitu pengalihan piutang vang dilakukan
dengan akta otentik atau akta bawah tangan.
Dengan c¢essie ini, maka segala hak dan
kewa’iban penerima fidusia lama beralih kepada
penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas
piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi
fidusia.”"”

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benca
persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia
dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan
dalam usaha perdagangan kecuali bila debitur
telah cidera janji, obyek fidusia yang telah
dialihkan wajib diganti dengan obyek vang

setara [penjelasan Pasal 21 UUJF).™®

3 Pysal 19 ayat (1), (2) UUJF
%) Cessie adalah suatu perjanjian pengoperan suatu tagihan kepada orang lain, jadi

penagihnya diganti dengan penagih yang lain.

*7) Penjelasan Pasal 19 UUIF
) Mengalibkan adalah menjual atau menyewakan datam rangka kegiatan usaha.
Setara adalah tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.
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Penbeli obyek jaminan fidusia vang

berupa benda persediaan bebas dari tuntutan
meskipun pembell tersebuil mengetahuinya, dengan
ketentuan bahwa pembell ‘telah memnbayvar lunas
harga penjualan tersebut sesuai dengan harga
C 3
pasar.

2. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 UU Neo.42 Taghun 1992 tentang

jaminan fidusia, menyebutkan hapusnya jaminan

fidusia sebagai berikut

a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

b. pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh
penerima fidusia

c. musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia

49 3rau  karena pelepasan,

Hapusnya utang
maka dengan sendirinya Jjaminan fidusia yang

bersangkutan ikut menjadi hapus. Sedangkan

pelepasan hak  atas jaminan fidusia oleh

*% Pasat 22 UUJF _
Penjelasan Pasal 22 UUTF; harga pasar adalah harga yang wajar berlaku di pasar pada saal
penjualan itu,
O yang dimaksnd dengan “hapusaya utang” antara lain pelunasan dan bukti hapusnya utang
berupa keterangan yang dibuat kreditur,




penerima fidusia sebagal vyang memilikl hak
fidusia tersebut Dbebas untuk mempertahankan
atau melepaskan haknya.

Hapusnya fidusia akibat musnahnya benda
jamiﬁan karena obyek Jaminan fidusia sudah
tidak ada. Apabila bendé yvang menjadi obyek
jaminan fidusia tersebut musnah dan benda
rersebur diasuransikan, maka klaim asuransi
akan mnmenijadi pengganti obyek Jjaminan fidusia
tersebut .

Apabila Jaminan fidusia tersebut hapus
penerima fidusié memberitahukan pada kantor
pendaftaran - fidusia, dengan hapusnya jaminan
fidusia tersebut, maka kantor pendaftaran
fidusia mencoret pencatatan Jaminan fidusia
dari buku daftar fidusia. Seianjutﬁya kantor
pendaftaran fidusia menerbitkan surat

" keterangan yang menyatakan sertifikat fidusia

tidak berlaku lagil.

D pagal 25 ayat (23 Jo. Pasai 10 UUSF dan penjelasannya,
) 1] ¥
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Dalam praktek, penerima fidusia Dbiasanya
tidak memberitahukan  bahwa piutaﬂé dalam
perjanjian pokok telah hapus, sehingga debitur
atau pemberi fidusialah yang berkepentingan
dengén pencoretan pencatatan Jaminan fidusia

dari buku daftar fidusia.

H. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi terhadap benda yang menjadi ohyek
jaminan fidusia bila debitur atau pemberi fidusia
cidera janii dapat dilakukan dengan carée“’

1. Pelaksanaan titel eksekufarial yaitu lewat
suatu penetapan pengadilan

2. Pelaksanaan parate eksekusi yaitu dengan
menjual benda jaminan melalul pelelangan umum.

3. Penjualan di bawah tangan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk henda perdagangan atau efek vyang
menjadi obyek Jaminan fidusia dapat dijual di
pasar atau di bursa'® sesuai deagan keténfuan yang

berlaku dalam pasar atau bursa tersebut. Setiap

*# pasal 29 UUJF
3 Pasal 31 UUIF
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pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi
obyek jaminan harus berdasarkan ketentuan Pasal 29
dan P§sa1 31, 7Jika menyimpang atau bertentangan
dengén keténtuan pasal tersebut, batal demni

hukum. *Y

Perbusatan Melawan Hukum

Dalam menggunakan suatu hak seseorang tidak
boleh merugikan/bertentangan dengan hak orang
lain. Menurut Soepratignia, dalam Pasal 370 KUH
Perdata ditetapkan bahwa dJalam menggunakan hak
eigendomnya, seseoraﬁg tidak boleh mengganggu hak
orang lain.‘Ini begarti, hak eigendom tidak dapat
sewenang-wenang, hingga menimbulkan gangguan
terhadap orang iain.'”

Apabila sésedrang | menggunakan haknya
bertentangan dengan orang lain dan hal ftersebut
menimbuikan kerugian terhadap orang iain, maka
dapat dikatakan bahwa dalan perbuatan tersebut

terjadi penyalahgunaan hak (misbruik wvan recht)

"4 Pasal 32 UUIF -
15 p T Soepratignja, Pokok-Pokok Hukum Perdata Hukum Benda, (Semarang : Undip, 1983),

A e e

halaman 158-159,
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atau terjadi perbuatan melawan hukum. Tentang
perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 13€5
KUH Perdata yang menyebultkan bahwa:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang nembawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena . salahnya menerbitkan kerugian itu meng-
ganti kerugian tersebut.'®

Daiam pasal tersebut tidak termuat pengertian
yvang prinsipil tentang perbuatan melawan hukumn.
Menurut Sri Nyantosani, Pasal 1365 KUH Perdata
tidak memberi pengertian perbuatan melawan hukumn,

tetapi vyang diatur adalah syarat-syarat vyang

harus dipenuhi untuk ganti rugi, antara lain S

1. Harus ada perbuatan melawan hukum a

2. Harus menimbulkan kerugian pada orang lain

3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang
melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan

4, Harus ada faktor/unsur kesalahan

perbuatan vang dapat digugat berdasarkan
Pagal 1365 antara lain:

1. Pengrusakan barang (meninbulkan keérugian
materiil).

2. Gangguan (hinder yang menimbulkan kerugilan
immateriil vyaitu mengurangi kenikmatan atas
sesuatu)

) Socbekti & R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakaria : Pradya

Paramita, 1985), halaman 265.

17 §ri Nyantosani, Makatah : Tinjauan Tentang Unsur Kesalahan dalam Perbuatan Melawan

Hukum. (Yogyakarta : FH UGM ; 23-30 Agustus 1299).
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3. Menyalahgunakan hak (orang yang menggunakan
barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang
patut, tujuannya untuk merugikan oxang lain} ¥

Perkembangan pengertian perbuatan wmelawan

nukum dan sesudah tahun 1919°” sebelum tahun 1919

perbuatan . melawan hukum ditafsirkan secara

sempit, sehingga syarat yang diperlukan untuk
menuntut  seseorang adalaﬁ perbuatan tersepbut
harus ﬁelanggar hak  orang lain dan  atau
perbuatan/tindakan tersebut bertentangan dengan
kewajiban hukum yang telah diatur dalam Undang-
undang.

Namun, setelah'adanya_putus&n/arreéé tanggal

31 Januari 1919 dalam pérkara kasus cohen melawan

Lindenbaum, penafsiran perbuatan melawan hukun

nenjadi luas$ dari sebelumnya, yaitu ¢

1. Melanggar hak orang lain
Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah
melanggar hak subyektif orang lain, sedangkan
méenurut Méivyers dalam R. Setiawan, hak

subyektif menunjuk kepada suatu hak vang

4 purwahid Pairik, SH, Hukum Perdata 1T Perikatan yang Lahir dari Perjaniian dan Undang-
Undang, (Semarang FH Undip, 1986), halaman 43,
% Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hulkau, (Bandung, Alumni,
1982), halaman 11.




diberikan oleh hukum kepada seseorang secara
khusus untuk melindungi kepentingannya.

Adakalanva pelanggaran hak subyektif selain
terjadi karéna perbuatan melawan hukum, dapat
juga disebabkan oleh peristiwa-peristiwa
lainnyva, misalnya karena perbuatan pihak
ketiga. Dalam hal ini adalah tidak tepat untuk
menerapkan ukuran dari sifat melawan hukum
“pelanggaran hak subyektif”. Pelanggaran
tersebut dimasukkan s$ebagal kriteria perbuatan
melawan hukum, karena pelanggatran tersebut pada
umumnya  sudah  dengan  séndirinya merupakan
perbuatan melawan hukum. Seseorang yang merusak
parang orang lain atau wmelukainya dianggap 1pso
facto telah melakukan suatu perbuatan meliwan
hukum. Dalam hal-hal dimana kerugian disebabkan
¢leh sesuatu yang tidak langsung, maka
perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukun
karena melanggar hak subyektif orang lain, akan
tetapi melawan hukum karena bertentangan déngan

norma kepatutan.
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2I

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
'“ Kewajiban hukum juga mnerupakan kewajiban
menurut Undang—undang, sehinggé perbuatan
melawab hukum dapat diartikan berbuat atau
tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban
yang telah diatur oleh Undang—undang dalam arti
kewajiban menurut Undang-undang tidak hanya
Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi
jﬁga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan
oleh pemerintah.
Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
Kesusilaan yang baik dapat juga disebut
sebagai norma-norma meral yang hidup dalam
pergaulan masyarakat dan diterima sebagal
norma-norma hukum,
Bertentangan dengan kepatutan
Suatuy perbuatan bertentangan dengan kepatutan,
jika :
a. perbuatan tersebut sangat merugikan orang
lain tanpa kepentingan yang layak, contoh

kasus Lozen Schoorsten Arresi

7,
| 38)




b. Perbuatan itu tidak berfaedah yang
menimbulkan bahaya terhadap orang lain

Menurut Leden Marpaung menyebutkan hahwa
perbuatan melawan hukum tidak hanya yang
bertentangan dengan hak orang lain atau yang
pertentangan dengan kewajiban hukum, melainkan
juga bertentangan dengan tata susila atau dengan
kepatutan dalam pergaulan masyarakat dan tidak
nanya ditinjau dari ketentuan hukum tertulis
tetapi juga ditinjauw dari asas-asas hukum yang
tidak tertulis.’”

Menurut Pitle dalam Scoepratignja,menyebutkan
untuk adanvya penvalahgunaan hak perbuatan
tersebut harus masuk akal dan dilakukan dengan
maksud untuk merugikan orang lain atau tidak
dengan maksud untuk merugikan orang lain, tetapi
jika manfaat atau kefaedahannya bagli vyang bérbuat
tidak seimbang dengan kerugian yang disebabkan
karena pelaksanaan hak eigendom yang harus

diderita orang lain.’V

Grafi

59 1eden Mampaung, SH, Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihwlum, (Jakarts; Sinar
ka, 1991), halaman 30. 7
31 p 3, Scepratignja, Op Cit. halaman 120.




BAR III

METODE PENELITIAN

Penelitian  dalam i1lmu=-ilmu  so6sial dan ke-
manus;aan adalah segala aktifitas berdasarkan
disiplin ilmiah wuntuk Méngumpulkan, mengkelaskan,
ménganalisa dan menafsirkan fakta-fakta alamn,
masyarakat, keladkuan rohani manusia guna menenukan
prinsip-prinsip péngetahuan dan mnetode bLkaru dalam
ugaha menanggulangi hal-hal tersebut. Penelitian
pada umuaya bertujuan untuk menemnukan,
mengembangkan, mnengujl suatu peéengetahuan. Menemukan
berarti bgrusaha untuk memperclah sesuatu dalanm
mengisi kekosongan atau kékurangan, mengembangkan

berarti memperluas dan fenggali lebih dalam sesuatu

%3

varg sudsh ada atau diragukan keberadaannyata}

Ménurut Soerjonc Soekanto, “penelitian merupakan
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa,
dilakukan secara metodologis, sistematis dan
konsisten. Metodologis berarti sesuai metodologil
atau cara tertentu, sistematis berarti
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten
berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang

w53

bertentangan dalam suatu kerangka tertentw

2 Ronny Hanityo Soemitro, Metode Penelitian Hukuw, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983).
hakyman 15.
= Seerjona Sockanto, Pengantar Penelitian Hulaun, (Jakarta : Ul Press, 1 984} halaman 42.
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Penelitian merupakan sarana ilmiab, maka mMetode
penelitian yang ditérapkan harus senantiasa sésual
dengan ilmu  pengetbahuanyang menjadi  sasarannya.
Demikian pula dalam suatu  kegiatan penyusunan
skripsi atau karva ilmiah agar memnenuhl
gvaratkeilmuan harus berdasarkan metode penelitian,
bahkan dapat dikatakan metodologl merupakan unsur
mutlak vang harus ada dalam keglatan penelitian,
sehingga dalam uraiannya dapat mengarah sésual
dengan tujuan yang hendak dicapai.

Sedtalan dengan disiplin  ilmn  vang penulis
pelajari, maka dalam penulisan tesis ini vang
digunakan adalah penelitian hukum. Adapun yang
Aimaksud dengan penelitian hukum adalah :

Kegiatan ilmiah vang didasarkan pada metoede,

sistematika, dan pemikiran tertentu yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa
jenis gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisanya. Kecualil itu, Juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum

tersebut, untuk mengusahakan pemecahan atas
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam

7 D40

gedala huikum yang bersangkutan

5% 1bid. halanuam 43,




Penelitian ini juga merupakan salah satu bagian
dari tahap dalam setiap usaha atau kerja seorang
peneliti. Dalam $uatu penelitian dan pengembangan
ilmn pengetahuan, wmetode atau cara kerja mampunyali
peranan pénting antara lain :

1. nenamban pengétahuan para penelliti untuk
mengadakan atau melaksanakan penelitian secara
lebih baik dan lengkap. ' '

2. Memberi kemungkinan untuk meneiliti hal-hal yang
belum diketahui

3. Memberi kemungkinan untuk mwmelakukan penelitian
interdisipliner

4. Memberil pedoman untuk mengorganisir serta
mengintegrasi pengétahuan mengenal masyarakatm“’

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
penelitian tertentu agar sesual dengan tujuan yang
hendak dicapai. Dengan ménggunakan metode tertentu
torsebut  diharapkan dapat memberi pedoman tentang
bagaimana cara mempelajari, menganalisa dan meénarik
kesimpulan terhadap masalah yang sedang ditelitid,
dalam hal ini adalah mengenail mnmasalah pengamanan
obyvek jaminan fidusia dalam praktek.

Untuk lebih jelasnya dalam penyusunan tesis ini

penulis akan mengemukakan kegiatan penelitian dengan

9 Ihidd, Tinlaman 7.
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menggunakan metodé tertentu yang térsebut di bawah
; ini, antara lain:
1.Mﬁteée‘Pendekatan
MetOde pendekatan VALY digunakan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-
Empiris. Yuridis kaﬁena penelitian ini berpangkal
dari aturan-aturan hukum teérteatu. Ini berarti
prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam
aturan hukum <tertentu tersebut digunakan untuk
, melihat dan nenelaah mnmasalah-masalah vyang akan
diteliti.

Empiris, karena penéelitian dilaksanakan dalam
suatu lingkungan sosial tertentu sebab pelaksanaan
hukum tidak dapat lepas dari keadaan masyarakat
dimana hukun tersebut berlaku.

Jadi vyang dimaksud dengan peéndekatan sgcara

Yuridis-Empiris adalah penelitian yang ménggunakan
langkah untuk mengetahul bagaimana suatu aturan
hukum tertentu diterapkan dalam suatu lingkungan

sosial tertentu yaitn dengan melihat  serta

menelazh permasalahan dengan mengadakan pendekatan
secara langsung pada responden atau orang-orang

yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.
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2.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikaéi. penelitian ini adalah deskriptif
analisis, penelitian deskriptif analisis ini
dimakéudkan untuk memberi data vyang diteliti
tentang obyek, keadaan/peristiwa vang ada mengenal
permasalahan penelitian ini, kemudian dianalisa
secara sistematis dan dikaitkan dengan teori-teori
hukum vang ada dan  atauw peraturan perundang-
undanganyvang berkaitan dengan obyek pérmasalahan

yang diteliti,

 Teknik Penentuan Sampel

atau peristiwa tentang permasalahan yang berkenaan
dengan pengawasan dan pengamanan obyek fidusia
dalan praktek perbankan. Dalam penelitian ini
ridak semua populasi akan dijadikan chyek
penelitian. Untuk itu dalam penélitian meénggunakan
Feknik non random sampling, vaitu memilih subyek
untuk menéntukan sampel berdasarkan tujuan
tertentu, sehingga memenuhil persyaratan sebagal

héerikut -




ligarus didasarkan pada c¢iri-¢iri, sifat-sifat
atau karakteristik terténtu yang merupakan <Ciri-
ciri utama populasi.

2. Subyek vang diambil sebagail sampel harus benar-
benar merupakan subyvek vang paling banyak
mengandung ¢iri-ciri vang | terdapat dalam
populasi.

3. Peénentuan karakteristik populasi dilakukan
dengan teliti dalam studi pendahﬁluan45m

Dalam hal ini penulis méengambil sanpel yang
mendekati ciri utama populasi yaitu khusus bank
yvang menggunakan Jaminan fidusia terutama vyang
obyek jaminannya benda persediaan,

Sedangkan yang menijiadi responden dalam penelitian

ini adalah

1. Dua Bank Pemerintal

2. Dua orang Notaris yang ada di Semarang

3. Hakim Pengadilan Négeri Jdi Pemkot Seémarang

4. Kantor pendaftaran fidusia

36 Rmmy. Hanityo Soemitro, Metode Penelifian Hukum dan Yutimetri; (Jakarta. : Ghalia
Tndonesia., 1988} halaman 51 :
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4. Teknik Pengumpulan Data.

Berdasarkan péndekatan yang digunakan dalam
penelitian ini dapat diartikan $ebagaihpenelitian
laepangan (field research), penélitian seperti ini
merupakan penelitian yang dilakukan dengan jalan
meélihat secara langsung térhadap gejala sosial
vang diteliti dan mémahami g¢ejala yang tidak
diramalkan sebelumnya, g$ehingga dapat
mengembangkan kesimpulan-késimpulan umum sementara
vang mendorong pengamatan lebih lanjut.

ntuk mengumpulkan data dari sumber-sumbér di
atas diperlukan teknik pengudpulan data yang
digunaan dalam penel itian ini adalah :

a. Studi kespustakaan
Data ini dipercleh dari kepustakaan untuk
mempercoleh  dasar teoritis Dberupa pendapat-
pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau
pihak-pihak lain yang berwenang dan juga
melalui informasi baik dalam béntuk daka resmil.
L. Wawancara terstruktur
Dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar
pertanyaan | sebagal pedoman, tetapi wasih

dimungkinkan variasi paertanyaan yang di-
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sesuaikan  dengan $ituasi pada  saat itu,
sehingga dimungkinkan adanya  kebebasan dan

ps v

kewajaran yang merupakan unsur utama.

. Telnik RAnalisza Data

Sesuai dengan teknik vyang dipakal dan sifat
data vang dipercéleh dalam penelitian ini, méka
data-data vang terkumpul dari hagil penelitian ini
akan  dianalisgis dengan analisgis taksononis,.
artinya melakukan penelaahan yang lebih rinci dan
mendalam vang difokuskan pada masalah-masalah

tertéentu. Fokus penglitian ditetapkan secara

' terbatas pada masalah tertentu yang berguna dalanm

néndiskripsikan fenomena yang menjadi sasaran
penelitian. Masalah-masalah vyang dipilih untuk
diteliti secara lebih mendalam lagi mnerupakan
fokus studi vyang perlu dilacak lebih rinci dan
mendalam - terhadap struktur intérnal masing-masing

masalah.
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BAR TV

HASTT, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya-Upaya vang Dilakukan Bank dalam Pengamanan
Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Obyeknya Benda
Persediaan

Pada mulanya obyek Jaminan fidusia tertuiju
pada henda bergerak yang berupa alat-alat
perkakas rumah tangga, mesin-mesin, kendaraan dan
sebagainya, akan tetapl dalam perkembangan lebih
lanjut benda tidak bergerak dapat 7Jjuga diikat
dengan jaminan fidusia sebagai jaminan pokok
maupun Jjaminan tambahan atas sﬁatur perjaniian
kredit bank.

Namun herdasarkan keputusan Pengadilan
Tinggi Surabaya No. 1581950 Pdt tanggal 22 Maret
1950 dalam perkara antara Algemene Volkcrediet
Bank melawan The Gwan Gee dan MarpoeahSm, dan
juga Keputusan MA No. 372 K/8ip/1970 tanggal 1
Septembér 1971 dalam perkara antara BNI Unit I

Semarang melawan Lo Ding Siang dengan

8 Sudargo Gautama, Himpunan Yurisprudengi Indonesia,




memperhatikan kata-kata di bawah  ini :
Y adalah sah, sepanjang mengenai barang-barang
bergerak”, disini berlaku untuk benda bergerak
saja.™

Perkembangan lebih lanjut bangunan-bangunan
misalnya rumah, garasi, tokqe, gudang yvang berdiri
di atas tanah hak crang yang berupa hak éewa atau

hak pakal dapat dijaminkan secara fidusia.

Alasan  lain yang mendorong kemungkinan

merjamin  bhenda-benda  tidak bergerzk  secara

fidusia adalah  sesuai dengan siiat hukum
agraria/UUPA sendiri yang berdasarkan pada hukum

adat, sedangkan hukum adat tidak mengenal asas

perlekatan (asas asessi) ssehagaimana dalam XKUH

Perdata, melainkan mengenal asas pemisahan secara
horizontal®” . Menurut pemisahar ini orang dapat
mempunyai hak milik atas bangunan/rumah, tanaman-

tanaman yang terlepas dari tanahnya.

59}1 Satrio, Opcit. Halaman 117
% Asas pemisahan horizontal; antara bangunan/ rumaly tanaman terlepas dari tanshnya

artinya tidak tertancap bukan merupakan satu kesatuan
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Selain itu UU No.l16 th 1985 tentang Rumah
Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan
rumah susun dapat dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani fidusia, Jjika tanah ftersebut merupakan
hak pakai atas tanah negara.

Sesuai dengan Pasal 1 butir (2) dan (4)
serta Pasal 3 UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan
obyek jaminén fidusia sebagai berikut
Pasal -1
(2) Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda

bergerak baik vang berwujud maupun yang tidak

berwuijud dan benda tidak Dbergerak khususnya
hangunan vyang tidak dapat dibebani  hak
tanggungén sebagaimana dimaksud dalam UU No.4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang Tetap

berada dalam penguasaan pemberi fidusia,

sebagal agunan bagli pelunasan utang tertentu
yvang memberikan kedudukan diutamakan kepada
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
(4) Benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan
dialihkan baik vang berwujud maupun yang

tidak berwuiud, vyang terdaftar maupun yang
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tidak terdaftar, vang bergerak maupun yang
‘tidak bergerak vang tidak dapat dibebani hak
tanggungan atau hipotik.
Pasal 3
Undang-undang ini tidak berlaku terhadap
a. Hak Tanggungan vang berkaitan dengan ftanah dan
bangunan, sepanjang peraturan perundang-
undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda-benda tersebut wajib didaftar.
. Hipetik atas kapal vyang terdaftar dengan 1isi
kotor berukuran 20 (dua puluh) m’ atau lebih,
C. Hipotik‘atas pesawat terbang.
d. Gadail.

Dalam praktek, obyek jaminan fidusia umumnya
benda—begda / barang-barang vyang secara sosial
ekonomi dapat menunjang kelancaran usaha debitur.
Barang-barang tersebut seperti kendaraan mobil,
motor, stok barang perdagangan/inventaris, hal
ini tidak mengakibétkan terhambatnya kegiatan
usaha debitur oleh karena penyerahan benda
jaminan fidusia yang dilakukan secara constitutum

possesorium, artinya benda yang diserahkan




sebagai jaminan kredit tetap berada dalam
kekuasaan pihak yang menjaminkan (debitur), ocleh
karena vyang diserahkan adalah hak miliknya
sementara sampal kredit tersebut lunas, dan
debitur sebagai orang yang menguasail/menggunakan
benda jaminan fidusia tersebut sebagai peminjam
pakazi.

Oleh karena dalam jamiﬂan fidusia benda
jaminan berada di tangan debitur maka banyak
kelemahan yang terjadi yaitu
1, Tidak bersifat openbaar, sehingga masyarakat

umum tidak menéetahuinya bila bends tersebut
sudah berpindah pemiliknya (dalam arti milik
bank) .

2. Benda secara fisik di tangan debitur sehingga
sulit diawasi oleh bank selaku pemilik
barunya.

3. Karena secara fisik benda agunan dikuasai ocleh
dibitur, sehingga debitur dapat saja
memfidusiakan lagi Dbenda tersebut beberapa

kali kepada pihak lain.
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4, Meskipun benda secara hukum berada di fangan
kreditur (bank), namun menurut kenyvataannya
bank Sulit mengambil dan menjual benda
tersebut.

Kelemazhan-kelemahan Jjaminan fidusia di atas
menyebabkan kesulitan dalam hal bank akan
melakukan  eksekusi jaminan  fidusia. Padahal
jaminan dalam pemberian kredit merupakan salah
satu bagian vyang penting dalam rangka bank
mengamankan kredit yang disalurkan.

Kredit vyang diberikan/dilepaskan oleh bank
perlu diamankan. fanpa adanya pengamanan, bank
sulit mengelakan risike vyang datang, sebagail
akibat dari tidak berprestasinya nasabah.

Pengamanan kredit merupakan suatu mata
rantai kegiatan bank dan suatu aspek vang penting
dalam manaiemen kredit, karena proses pengamanan
berjalan- terus menerus berulang-ulang dan
mengkaitkdn kegiatan yang satu dengah yvang lain.
Oleh karena 1itu dalam rangka upaya pengamanan
kredit, sebelum permochconan kredit dikabulkan,

bank memperhatikan hal-hal sebagai berikut
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1. Keadaan intern Bank

2. Keadaan Calon Nasahah

Keadaan-keadaan intern Vang harus di-
perhatikan adalah plafond kredit, Plafon kredit
vang dimaksudkan di sini adalah batas maksimum
bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi
terhadap permohonan‘kredit vang masuk, bank harus
memperhatikan apakah sektor yang dimintakan‘
kreditnya masih terbuka atau tidak. Apabilia masih
terbuka maka permohonan kredit dapat
dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bhank memperhatikan keadaan internnya
dan mampu menvediakan dana bagi pemohon kredit,
maka sebagal langkah selanjutnya adalah
mempertimbangkan Apermohonan, kreditnya. Keadaan
tersebut dipergunakan sebagai tindakan kehati-
hatian vang mutlilak hargs dilakukan oleh pihak bank
agar kredit vyang diberikan kepada pihak debitur

dapat dikeribalikan sepenuhnya.
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Hal-hal vyang perlu dipertimbangkan dalanm
permohonan kredit adalah menyangkut

- pribadi peminjam

- harta hendanya

- usahanya

- kemampuan dan kesanggupan membayar kembalil

pinjamannya.

Pada tahapan awal sebelum hank mengambil
suatu keputusan untuk seorang debitur layak
diberikan kredit atau tidaknya, upava dan
tindakan penghati-hatian vyang dapat dilakukan
oleh pihak bank untuk menghindari atau tidak
menguréngi risiko terjadinya kredit macet adalah
dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap
unsur 5 C of Credit”.

1. Watak ({character)
Penilaian watak debitur baik perorangan maupun
perusahaan dilakukan dengan cara mengumpulkan
informasi, baik vang berasal dari dalam
{interén) bank, mengenail seorang debitur atau

calon debitur.
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Parorangan

Penilaian watak debitur perérangan dapat

dilakukan dengan mengkaii beberapa

informasi antara lain

a.l. Daftar Hitam Bank Indonesia

2

a.2. Daftar Kredit macet Bank Tndonesia

a.3. Riwayat Pembayaran kembaii kredit
(untuk nasabah lama)

a.4. Referensi Bank

a.5. Sikap perilaku

a.f6. Reputasi bisnis

Badan Uszha

Penilaian mengenail watak debitur yang

berupa badan usaha, baik vang sudah

berbadan hukum maupun yang belum Derbadan

hukum: dapat dilakukan dengan mengkaji

beberapa informasi antara lain

b.1, Daftar Hitam BRank Indonesia, bailk untuk
perusahaan debitur maupun untuk masing-

masing pemilik dan pengurusnya.
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b.2. Daftar Kredit Macet Bank  Indonesia,
b%ik untuk perusahgan debitur maupun
untuk masing-masing pemilik dan
pengurusnya. |

.3, Riwayat pembayaran kembali kredit, baik
untuk perusahaan debitur maupun wuntuk
masing-masing pemilik dan pengurusnya.

b.4. Referensi bank, baik untuk perusahaan

" debitur maupun untuk masingvmasing
pemilik dan pengurusnya. |

b.3. Reputasi bisnis, baik untuk perusahaan
debitur maupun  untuk masihg—masing
pemilik dan pengurusnya.

b.e. Sikap perilaku ~ para pemilik dan
pengurus.

~Dari hasil penelitian dipercleh data
mengenai cara melakukan penilaian watak

{character) sebagai berikut®®

%) Wawancara dengan Thu Yuni dan Thu Yuli yang selanjutnya disebut staf PT. Bank Mandiri
(Persero) dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) yang selanjutnya PT, Bank Manditi (Persero) dan
PT. Bank BNI'46 pada tanggal 24 Oktober 2002
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- Secara intern dengan cara melakukan
.penilaian berdasarkan pengalaman dari
hubungan yang telah terjalin antara pihak
bank dengan pinak - debiﬁﬁr vang
bersangkutan (untuk debitur lama). Dari
pengalaman itu dapat diketahui apakah
debitur telah melakukan pembayaran
kreditnya secara teratur atau tidak sesuail
dengan tenggang waktu yang ditentukan,
bagaimanakah perilakunvya, bagaimana
perkembangan usaha-nya, dan sebagainya.

Secara ekstern yaitu mencari dan menemukan
informasi dari Apihak lain di 1luar pihak
bank yang kiranya dapat dipercaya.
Biasanya pihak yang diminta untuk
memberikan informasi ini adalah Kepala
Desa/Kelurahan atau pimpinan oxganisasi
/instansi dimana debitur bertempat
ti;ggal. Informasi yvang diperlukan adalah
mengenai kepatuhan terhadap pimpinan, pola

perilakunya, kehidupan rumah tangga, mata




pencaharian dan penghasilannya, dan

sebagainva.

Dari hasil penilaian informasi tersebut,
bank dapat mengambil kesimpulan apakah calon
debitur vang bpersangkutan mempunyail watak
(character)baik atau tidak, dan mempunyail
kejujuran atau tidak untuk\membayar kembali
hutangnya secara teratur, sehingga nantinya
tidak menyulitkan pihak bank..

2. Kemampuan {(Capacity)

Penilaian mengenai kemampuan  debitur,
dapat dilakukan dengan mengkaii beberapa
informasi antara lain
a._Manajemen

Penilailan mengenail kualitas managemen

antara lain dapat meliputi

a.l. Kualitas dan reputasi para pemilik
dan/atau pengurus

a.2.-0rientasi mana’jemen, apakah posisi
manajer nanya terbuka dan diperuntukkan

untuk keluarga pemilik atau dengan




sistem  terbuka dengan memanfaatkan
tenaga-tenaga profesional.

a.3. Kualitas organisasi, sepérti pembagian
tugas, hubungan kerjasama antar unit,
efektifitas dan efisensi organisasi,

dan sebagainya.

a.4., Kualitas pengelolaan  sumber dava
manusia, sistem rekruitmen, sistem
promesi, sistem kaderisasi, dan
sebagainya.

Kualitas Pasokan (Supply)

Penilaian méngenai kualitas supply atau

pasokan ({seperti Dbarang dagangan, bahan

baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan

sebagainya), dapat meliputi antara lain

b.l. Kualitas dan reputasi manajer yang
bertanggung jawab atas kualitas
pasokan,

b.2. Perlengkapan dan peralatan penyimpanan
.dan pengamanan pasokan,

b.3. Sumber dan kualitas pasckan.

b.4. Kontinuitas jumlah pasokan.
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b.5. Fluktuasi harga pasokan.

"b.6. Penguasaan sumber pasokan.

b.7. Efisiensi pengelolaan pasokan.

Kualitas Produksi

Penilaian mengenai kualitas produksi dapat

meliputi

c.l. Kualitas dan reputasi manager
bertanggung jawab atas kegiatan
produksi.

c.2. Kualitas dan kapasitas

atau peralatan usaha.

alat produksi

c.3. Tingkat efisiensi produksi.

c.4, Kualitas produk.

c.5. Peluang pengembangan kapasitas produksi

Kualitas Pemasaran

Penilaian mengenal kualitas pemasaran dapat

meliputi

d.l. Kualitas dan reputasi

manager yang

bertanggung tawab atas kegiatan

pemasaran.




d.2. Kualitas penentuani harga produk
I(“pricing”) |

d.3. Kualitas pemilihan jtarget pasar dan
pemilihan posisi di pasar (placement)

d.4. Kualitas promosi (promotion)

d.5, Kualitas strategi dan“faktik penjualan

d.6, Pengelcolaan penagihad (collection)

Dari data vang diperoleh di lapangan
sebagail hasil wawancara-dengan staf bagian
kredit®' dapat dikemukakan bahwa, penilian
terhadap kemampuan (capacity) yang dilakukan
oleh pihak PT, Bank Mandiri danf-:PT. Bank
BNI’46 adalah dengan carag meneliti keahlian

calon debitur dalam bidang usahanya. Untuk

mengetahuil apakah d@bitur mempunyail

keahlian tersebut, sehin&ga usahanya dapat

dikelola dengan sungéuh—sungguh dapat
| ‘

dilihat dari sisi-siéi vang xurang

menguntungkan, antara, lain
_ :¥ -

c |

o~ |

& i

2 Wawancaia stal’ PT. Bank Manditi (Perscroy dan PT&. Bank Negara Tndoncsta {Ferscro)
yang sclanjulnya PT. Bank Mandiri (Persero) dan PT. Bank BNT'46 pada langgal 24 Oklober 2002
| L
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Manajemen Tenaga Kérja

Sisi yang kurang menguntungkan dari

manajemen tenaga kerja antara lain dapat

dilihat dari hal-hal sebagai berikut

- umur/One man show sudah tua/sakit-
sakitan

-'Ketergantungan kepada satu tenaga ahli

- Produktivitas rendah

- Tenaga kerija terbatas

Legal Aspek

Usaha yang dikelola oleh calon debitur
tersebut sudah memenuhi syarat atau
helum, misalnya ijin tidak lengkap,
amcdal helum memenuhil syarat dan
sebagainva.

Produksi

Sisi vang kurang menguntungkan dari
aspek produksi antara lain dapat dilihat
déri hal-hal sebagai berikut

- Ketergantungan kepada jenis bahan baku

tertentu
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- Ketergantungan kepada salah satu
supplyer |

- Lokasi pabrik jauh dari faktor-faktor
produksi/mesin dan peralatan sudéh ﬁua
dan perlu diremajakan.

Pemasaran

Sisi yvang menguntungkan dari aspek

pemasaran antara lain dapat dilihat dari

hal-hal sebagal berikut

- Lokasi kurang Strategis/jarak dari
konsumen konsumen atau pasar sasaran

- Harga di atas rata-rata pasar

- Tigdak ada diversifikasi produk/biava
promosi terlalu tinggi, dan sebagainyva.

Keuangan

Sisi yang kurang menguntungkan déri

aspek keuangan antara lain dapat dilihat

dari hal-hal sebagai berikut

- Likuiditas rendah

- Permohonan kredit dari debitur take
over terlalu tinggi dari bank asal yang

bersangkutan.
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Modal (Capital)
Penilaian mengenai modal (capital) dari calon
debitur, dapat dilakukén - dengan mengkaii
beberapé informasi antara lain:
a. Sumber dan.struktur permodalan,
b. Kualitas pengelclaan permodalan
c. Efektifitas penggunaan atau penempatan
modal

d. Kualitas penciptaan laba
e. Kualitas pemanfaatan laba

Dari data lapangan juga diperoleh
gambaran, bahwa penilaian modal debitur
terutama harus dilakukan dengan analisis
terhadapr posisi keuangan secara keseluruhan
baik untpk masa yang lalu maupun untuk keadaan
masa vang akan datang. Berdasarkan hasil
analisis tersebut, maka akan dapat diketahui

tentang kemampuan modal debitur dimasa-masa

yang akan datang.

79




4. Kondisi Ekonomi dan Prospek Usaha (Condition

of FEconomic)

Penilaian mengenai kondisi ekonomi dan

prospek usaha dapat dilakukan antara lain

dengan melakukan kalian terhadap

a. Kondisi dan 1lingkungan usaha sejenis saat
ini

b. Kemungkinan perubahan kondisi lingkungan
usaha sedjenis di masa datang

c. Kemampuan dan fleksibilitas usaha nasabah
menghadapi  kemungkinan perubahan kondisi
dan lingkungan usaha di masa yang akan
datang.

Dari data lapangan berupa hasil wawancara
dengan pejabat bagian kredit PT. Bank Mandiri
dan Bank BNI’46%) dipercleh gambaran bahwa
penilaian terhadap usaha debitur terutama
harus .melakukan analisis keadaan pasar di

dalam maupun di luar negeri, baik yang sudah

53 Wawancara staf PT. Bank Mandirt (Perscro) dan PT. Bank Negara Indoncsia (Perscro)
yang sclanjuinya PT. Bank Mandiri (Perscro) dan PT. Bank BNI46 pada langgal 24 Ckiober 2002
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dicapai pada masa yang lalu maupun uhtuk masa
vang akan datang. Dari penilaian tersebut di
atés, dapat diketahui prospek pemasaran maupun
persaingan serta kontinuitas dari hasil usaha
debitur saat ini yang dibiagai dengan kredit

bank.

Agunan Kredit (Collateral)

Agunan kredit atau vyang Jjuga dikenal
dengan istilah second way out dapat dikatakan
merupakan benteng terakhir untuk upaya
pelunasan kredit kepada pihak bhank, apabila
kreait yang bersangkutan menjadi kredit macet.
Dengan demikian ia mempunyai kedudukan yang
sangat penting sebagal upaya mengatasi kredit
macet: oleh karena itu, penilaian“ terhadap
agunan kredit ini, baik agunan pokok seperti
barang *tetap, barang dagangan, dan prospek
usaha maupun  agunan tambahan seperti bank
garansi harus dilakukan secara sangat hati-
hati, jangan sampal terjadi nilai agunan

xredit Therada di bawah nilai kredit vyang
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diberikan oleh pihak bank. Nilai agunan kredit

narus cukup untuk sisa kredit beserta bunga,
denda, dan biaya lain-lainnya, sehingga
apabila debitur tidak 'mampu melunasi
hutangnya, maka hasil penjualan dari agunan
kredit tersebut dapat digunakan untuk melunasi
kredit yang bersangkutan.
Aguﬁan kredit dibedakan meniadi dua, yaitu
agunan pokok dan agunan tambahan.
a, Agunan Pokok
Agunan pokok adalah agunan  yang
pengadaannya' persumber dari dana kredit
bank, seperti Dbarang, proyek atau hak
tagih. 0Oleh kaena itu agunan pokok dapat
diartikan sebagai proyek yang dibiayvai
bank, pengertian atau batasan.Lmengenai
proyek harus diartikan secara lebih tegas.
Pengertian proyek harus diartikan
sebagai seluruh usaha yang dibiayai kredit

sebagai satu kesatuan. Artinya pengertian

proyek harus meliputi




Asset perusahaan (baik vyang termasuk di
dalam kelompok Aktiva Lancar maupun yang
termasuk di dalam kelompok Aktiva Tetap).
Asset tersebut di atas termasuk yang
langsung dibiayal kredit maupun yang tidak
dibiayai kredit.

Sebagai contoh, di dalam pembiayaan
kredit modal kerja untuk industri tekstil,
pengertian proyek yvang dibiayai tidak
dibatasi hanya pada benda yang dipiayai
kredit (persediaan bahan mentah, barang
setengah jédi, barang jadi, barang
dagangan, pembayaran termin kontrak, dan
sebagainya), Tetapi harus meliputi Jugsa
asset lainnya yang mendukung industri
tekstil tersebut, seperti tanah dan
bangunan pabrik, mesin-mesin pabrik,
vendaraan vang dipakai dalam kegiatan usaha
pabrik, dan sebagainya.

Agunan pokok bersifat wajib dan
merupakan sumper utama pembayaran kembali

kredit, apabila terjadi xegagalan kredit di




kemudian hari., Selanjutnya dari penilaian
unsur-unsur 5 ¢ lainnya, di luar agunan,
bank telah mendapatlan keyakinan Dbahwa
debitur akan sanggup membayar hutangnya,
unsur agunan dapat hanyah berupa agunan
pokok.

Dalam hal demikian, bank tidak lagi
diwajibkan meminta agunan. tampahan yang
berupa benda vyang tidak berkaitan langsung

dengan proyek yang dibiavadi.

Agunan Tambahan

Agunan tambahan adalah agunan lainnya
yang tidak termasuk di dalam batasan proyek
seperti diterangkan di atas dan
pengadaannya tidak bersumber dari dana
kredit bank.

Agunan tambahan ini tidak bersifat
?wajib, bank dapat meminta debitur untuk
mengerahkan agunan | tambahan tersebut
apabila déri penilaian atas aspek karakter,

kemampuan, modal, prospek usaha, dan agunan
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pokok, merasa belum yakin bahwa pgmbayaran
kembali  kredit di  kemudian hari  akan
terjamin sesuai dengan perjanjian.

Bank mengharapkan kreditnya aman/safe,
demikian pula debitur mengharapkan keadaan
vang aman selama menjalankan usahanya.
Hakekat dari | pengertian kredit adalah
kepercavaan antara kreditur dan debitur
vang merupakan kunci keberhasilan, oleh

karena dalam suatu kredit vang telah

dicairkan itu mengandung - risiko, maka
pertimbangan risiko tersebut harus
memperhatikan, misalnya jatuh ftempo

(manurity), nilai jaminan yang disediakan,
manajemen keuangannya (neraca rugi/laba),
prospek usaha selama kredit berjalan.
Bertambah tingginya suatu risiko,
bertambah tinggi pula pengawasan yvang
dilakukan, sebaliknya bila bertambah rendah

risiko kredit akan bertampbah rendah pula

bunga vang dikenakan dan pengawasannya.




Keberadaan Jaminan kredit (collateral)
merupakan persyaratan guna memperkecil risiko
bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya,
tidak selalu suatu penyaluran kredit harus dengan
jaminan kredit, sebab Jjenis usaha dan peluang
bisnis vyang dimiliki pada dasarnya merupakan
jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Jika
suatu kredit dilepas tanpa agunan, maka memiliki
risiko vyang éangat besar, Jika investasi vang
dibiayai mengalami kegagalan sehingga pihak bank
akan dirugikan sebab dana yang disaiurkan
memiliki peiuang fidak dapat dikembalikan oleh
debitur.

Berarti kredit tersebut macet tanpa ada
asset dari debitur yang dapat menutup kredit yang.
tidak dibayar. Jika ada agunan, maka pihak bank
dapat menarik dana yang disalurkan dengan
memanfaatkan jaminan tersebut.

Oleh . karena  itu, | jaminan kredit  dapat
diharapkan dapat membantu memperlancar PpProses
analisa pemberian kredit dari Dbank, jéminan

kredit atau collateral haruslah
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1, Secured, artinya jaminan tersebut dapat
diadakén pengikatannya secara yuridis formal
sesuzi dengan |hukum - dan perundang-undangan
vang berlaku, sehingga apabila di kemudian
hari terjadi wanprestasi dari debitur maka
bank telah mempunyai alat bukti &ang sempurna
dan lengkap untuk menialankan suatu tindakan
hukum,

2. Marketable, artinya Jaminan tersebut harus
dapat dieksekusi, maka Jaminan kredit
tersebut harus dapat dengan mudah dijual atau
diuvangkan untuk melunasi hutangnya debitur.

Pengaménan kredit merupakan suatu mata

rantai kegiatan bank, langkah pengamanan ini

dimulai dari sejak bank merencanakan untuk

memberikan kredit. Dalam menyusun rencana

sekaligus perhitungan Jjumlah maksimun kredit

(plafond) bank telah memperhitungkan berbagai
segi vyany dapat| dijangkau sesuai kemampuan
operasional.

Langkah—langkah. pengamanan dilakukan dalam

pemberian kredit karena terkait suatu derajat
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risiko (degree of risk)}, berarti usaha pengamanan
untuk memperkecil risiko vyang mungkin timbul,
karenanya dalam mengatur alokasi kredit diatur
pula risk spreading. Penyebaran kredit secara
sektoral dan regional merupakan langkah-langkah
penyebaran risiko vang baik serta ﬁengamanan
secara manajerial, artinya berdasarkan suatu arah
kebijaksanaan kredit vang berpedoman pada
pencapaian rentabilitas tanpa mengabaikan segi
reamanan kredit tersebut. Menganalisis kredit,
mengatur administrasi, mengikat“ jaminan,
mengasuransikan serta mengawasi }jalannya kredit
merupakan langkah-langkah pengamanan vang
persifat teknis, artinya dilakukan dengan teknik
dan cara-cara vang intensif.

Setiap Jaminan kredit sebaiknya
diasuransikan sesual dengan sifat jaminan
tersebut, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan
risiko bilamana terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan, risiko datang tidak pasti, tidak
dapat diduga dan dapat terjadi dengan tiba-tiba

seperti kebakaran, dan sebagainya.
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Untuk  itu, bank dapat mengalihkan atau
paling tidak mengurangi risiko yang mungkin
timbul dalam setiap pemperian kredit, salah satu
caranya adalah dengan mengalihkan risiko trsebut
pada pihak lain yaitu asuransi.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan
asuransi atau pertanggungan harus dilakukan cleh
pank baik atas jiwa debitur (peroranqan) maupun
atas djaminan kredit yang dikuasai. Pertimbangan
yang paling mendasar adalah menyangXxut
kepentingan atas pengempalian kredit vang telah
berikan kepada debitur.

Untuk  kepentingan  tersebut, pank dalam
melakukan penutupan asuransi harus memasukkan
syarat “banker’s clauseg” atas setiap
pertanggungannya. Banker’s clause adalzh suatu
clausula yang menyatakan bank sebagail pihak yang
berhak menerima ganti rugi atas terjadinya suatu
kejadian - vang mengakibatkan . kerusakan atau
kerugian atas barang-barang yang dipertanggungkan
atau kematian atas debitur vang ditutup

asuransinva.

89




Dalam ©praktek bank tidak hanya meminta
4aminan pokok sata atas suatu pengikatan kredit
den@an jaminan fidusia vyang cbyektif daminannya
benda persediaan, namun bank juga dapat meminta
kepada debitur untuk menyerahkan jaminan tambahan
yang biasanya Dberupa kapal yang berukuran kurang
dari 20 m®, tanah dan sebagainya.

Mengadakan suatu pembinaan dengan cara
pimbingan-bimbingan/approach vang xonstruktif
merupakan keglatan yand diwakilkan bank untuk
mengamankan fasilitas vang diberiken agar
herjalan lancar | sehingga rentabilitas yang
diharapkan benar-henar akan menjadi kenyataan.

Adapun kriteria kolektibilitas kredit
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993
dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP
ranggal 29 Mei 1993 adalah sebagal berikut
1. Kriteria Kredit Lancar

a.tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokox

maupun bunganya
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b. terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun
bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagil
kredit vyang masa angsurannya kurang dari
1 bulan atau belum melampaui 3 pulan bagi

kredit vyang masa angsurannya 2 sampai

3 bulan.

Kriteria Kredit Kurang Lancar

a. terdapat tunggakan angsuran pokok yvang
melampaui 1 bulan dan belum melampaui
2 bulan bagi kredit dengan masa 2angsuran
kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan
dan beium melémpaui 6 bulan bagi kredit yang
masa angsurannya 2 atau 3 bulan.

h. terdapat tunggakan bunga yang melampaul
3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya
kurang dari 1 bulan atau melampaul 3 bulan
dan belum melampaui 6 bulan bagi kxredit vang
masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

Kriteria Kredit Diragukan

Bpabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria

lancar dan kurang lancar perdasarkan

penilaian, dan dapat disimpulkan bahwa kredit
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masih dapat diselamatkan dan agunannya
bernilai sekurang-kurangnya tujuh 75% dari
hutang peminjam termasuk bunganya atau kredit
tidak dapat diselamatkan fetapi agunannya
masih bernilai sekurang-kﬁranqnya 100% dari
hutang peminjam.
4, Kriteria Kredit Macet
Apabila tidak memenuhi kriteria lancar,
kurang, dan diragukan akan memenuhi kriteria
diragukan tetapi dalam Jangka saktu 21 Dbulan
sejak digolongkan diragukan belum ada
pelunasan atau ﬁsaha penyelamatan kredit.
Hakikat dari pengamanan kredit adalzah
memperkecil risiko kredit, setiap kredit pasti
mengandung risiko. Kredit yvang memberikaﬁ
keuntungan :(profitability) vang tinggi adalah
tujuan setiap kank, tetapi kredit tersebut harus
aman {safe). Salah satu tindakan pengamanan

tersebut yaitu pengawasan.




i

perdasarkan hasil penelitian®’, pihak bank
(kre&itur) tidak semua melakukan pembebanan obvek
faminan fidusia dengan akta otentik yang dibuat
oleh notaris sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam Pasal 5 ayat (1) UU
Jaminan Fidusia vyang menyebutkan “pembebanan
benda dengan Jjaminan fidusia dibua% dengan akta
notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta
jaminah fidusia” .

Pembebanan obyek Jjaminan fidusia vyang tidak
dibuat dalam akta otentik karena biaya pembuatan
akta Jaminan fidusia terlalu tinggi vang
dibebankan pada debitur atau tidak sebanding
dengan kredit ?ang diambil. Dengan demikian,
pengikatan obyek - jaminan fidusia tersebut tidak
dapat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia,
sedangkan lahirnya jaminan fidusia sesual tanggal
pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar

fidusia. ‘Jadi pengikafan obyek jaminan fidusia

yang banyak dilakukan bank tidak dibuat dalam

50 \Wawancara staf PT. Bank Mandiri (Persero) dan PT. Bank Negara Indoncsia (Perscio)

yang sclanjulnya PT. Bauk Mandiri (Perscro) dan PT, Bank BNI’46 pada tanggai 24 Oklobor 2002




bentuk akta otentik, namun biasanya dilakukan
dengan perjanjian standar yang sudah disediakan
oleh bank.

Pembebanan obyek Jjaminan fidusia terhadap
benda persédiaan vang dilakukan dengan akta
otentik untuk perjanjian kredit dengan plafond
pinjaman minimal Rp.500.000.000,-(lima ratus juta
rupiah), dengan demikian pembebanan obyek jaminan
fidusia vyang tidak dilakukan dengan akta oténtik

) karena tidak

kurang memenuhi syarat publisitas65
didaftar pada kantor pendaftaran fidusia.

Dalam praktek®  bentuk pengamanan obyek
jaminan fidusia, misalnya dibuat dalam akta
otentik, dilakukan pengawasan, mnmengadakan suatu
pembinaan vyang berupa bimbingan agar usahanya

maju/lancar serta mengasuransikan benda Jaminan

fidusia pada perusahaan asuransi.

%) gyarat publisitas artinya scgala ketcrangan micngenai benda yang menjadi obyck jaminan

fidusia terbuka untuk umum aiau terhadap pihak keiiga sosuai dalam Pasal 18 UUJF.

%) Wawancara stal PT. Bank Mandiri (Persero) dan PT, Bank Ncgara Indoncsia (Perscro)

yang sclanjutnya PT. Bank Mandiri (Pcrscro) dan PT. Bank BNI'46 pada tanggal 24 Okiober 2002
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Selain bentuk pen

disebutkan di atas, 'pada PT. Bank

mengharuskan debitur unty

benda persediaan yang akan

qamanan yvang telah
BNI’ 46°"

¥ mengisi kartu stok

| diperiksa bank secara

berkala vyang telah diperpjaniikan. Oleh karena,

obyek dJaminan fidusia ter

dan pembelian baru yang te

hadap benda persediaan

vang selalu berubah-ubah sesual dengan penjualan

ntunva telah disepakati

oleh bank dan debitur bahwa semua pembelian baru

penda persediszan dianggap

sebagal pengganti benda

persediaan yang telah dijuval, hal ini sesuail

dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) yang menyebutkan

sebagai berikut

(1) Pemberi

fidusia dapat

mengalihkan benda

persediaan yang meniadi cobyek Jaminan Fidusia

dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan

dalam usaha perdagangan.

(3) Benda yang menjadil cbyek Jaminan Fidusia yang

telzh dialihkan seba

gaimana dimaksud dalam

ayat (1) walib digangti oleh Pemberi Fidusia

dengan obyvek vang setara.

57 Wawancara stal PT. BNI'46 pada tanggal 28
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Oleh karena obyek Jaminan Fidusia terhadap
bepda persediaan yang selalu berubah-ubah melalui
penjualan dan pembelian oleh debitur, maka
debitur wajib melaporkan benda persediaan fidusia
tersepbut pada bank. Debitur waljib mengganti obyek
Jaminan Fidusia terhadap benda persediaan yang
telah dialihkan dengan obyek yang setara nilai
dan fjenisnya, namun dalam praktek tidak demikian,
benda persediaan yang dijadikan sepagal Jjaminan
fidusia tidak harus diganti sesual merek maupun
kwalitas yang sama tetapi nilainya harus sama
dengan vyang telah dijual oleh debitur.

Apabila debitur tidak segera mengganti benda
persediaan vyang telah dialihkan, kreditur akan
memberi teguran, solusi berupa pembinaan sampail
memecahkan masalah bila perlu sampai perikatan
jaminan/agunan. Debitur wajib memenuhi
kewajibannya terhadap pemenuhan benda persediaan
terseput vang telah dialihkan sesuai kartu stok
dari bank vyang diperiksa saat kunijungan tempat

usaha debitur, xunjungan tersebut dilakuken
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secara berkala baik tiap bulan atau tiap triwulan
bahkan via telepon.

Apabilé terjadi kredit bermasalah, upaya-
upaya dan mekanisme yang ditempuh oleh pihak bank
adalah upaya penyelamatan kredit, yang dimaksud
dengan upaya penyelamatan kredit adaiah usaha
hank untuk mencegah kemungkinan timbulnya
kerugian lekih lanjut atas‘ suatu kredit vang
tidak lancar melalui pengelolaan hubungan dengan
nasabah.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia
No.23/12/BEPP, tanggal 28 Februari 1991 tentang
“penggolongan Kolektibilitas Aktiva Prodpkstif
dan Pembeniukan Cadangan  ALas Aktiva yang
Diklasifikasikan”, Upaya-upaya penyelamatan
xredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah
1. Penjadwalan kembali (rescheduling) , yaitu

upaya  berupa melakukan perubahan syarat-

syarat perjanjian kredit yang berkenaan
dengan jadwal pembayaran kembali atau Jjangka

waktu kredit termasuk masa tenggangd atau
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race periode haik termasuk perubahan

3

besarnya Jumlah angsuran maupun tTidak.
Persyaratan kembali ( reconditioning }, yaitu
upava vang berupa melakukan perubahan atas
sebagian atau seluruh syarat-syarat
perjanijian kredit, yang tidak terpatas hanya
kepada perubahan fadwal angsuran dan atau
Jangka waktu kredit saja. Namun perubahan
tersebut tanpa memberikan tambahan kredit
atau tanpaz melakukan konversi atas selurub
atau sebagian dari kredit menjadi equity
perusahaan.

Penataan kembali (restructuring), vaitu
berupa upava melakukan perubahan syarat-
syarat perjanjian kredit berupa pemberian
tambahan kredit, atau melakukan konversi atas
seluruh atau sebagian dari kredit menjadi
equity perusahaan yang dilakukan dengan atau
tanpa ' rescheduling dan atau tanpa

reconditioning.
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Mengenai upaya penyelamatan kredit  yang
berupa penataan kembali dengan cara melakukan
konversi atas seluruh ataun sebagian dari kredit
menjadi eguity perusahaan, mendapat dasar hukum
dari Pasal 7 huruf ¢ UU No.7 Tahun 1992 tentand
Perbankan vang berbunyi
(c)y. Melakukan kegiatan penyértaan modal

sementara untuk mengatasi akibat kegagalan

kredit dengan syarat harus menarik kembali
penyertaan dengén memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia, Ketentuan

tersebut adalah Surat Edaran B.I.

No.25/I/BPPP, tanggal 17 November 1992

mengenail perihal : penyertaan modal

sementara itu dibatasi selama-lamanya 5

tahun atau kurang dari 5 tahun Dbagi

perusahaan vang telah memperocleh laba.

Apabila telah melampaui batas waktu 9 tahun

peruséhaan dimara bank melakukan penyertaan

modal Dbelum mempercleh laba, Dbank watib

menghapus bukukan penyertaan modal tersebut.

99




PT.

S

8]

Langkah-langkah penyelamatan kredit  pada
RBank BNT’1946 dilakukan dengan®® :
melakukan penilaian sejauhmana aktivitas usaha
debitur dalam penyelamatan dapat dikembangkan
untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank,
Menyusun beberapa pilihan strategi dan
menetapkan strategi penyelamatan.
Melakukan pemantauan usaha penyelamatan kredit
Sedangkan prosedur penyelamatannva

Menilai nasabkah dalam penyelamatan
e menilai pencailran jaminan

e menilai kredibilitas manajemen

Menetapkan strategi penyelamatan
¢ membuat perkiraan / prognosa
» menilai sasaran strategis

s perumusan strategi dan action plan

Memantau nasabah dalam penyelamatan
e membuat laporan perkembangan penyelamatan

e merevisi strategil penyelamatan

8 Wawancara staf BNI'46 pada tanggal 25 Oktober 2002

wo  [UPT-PUSTAK-UNDID]




Sedangkan pada PT, Bank Mandiri langkah-

langkah penvelamatan kredit dilakukan dengan®”

1.

Penjadwalan  kembalil (rescheduling), yvaitu
upaya berupa melakukan perubahan syarat-
syarat perjanjian kredit yang berkenaan
dengan Jjadwal pembayvaran kembali atau diangka
waktu kredit termasuk grace periode atau masa
fenggang baik termasuk perubzhan Dbesarnya
jumlah angsuran meupun tidak.

Persyaratan kembali { reconditioning ), yaitu
ypaya vang berupa melakukan perubahan atas
sebagian atau seluruh syarat-syarat
perjaniian kredit, vang tidak terbatas hanya
kepada perubahan Jjadwal angsuran dan atau
jangka waktu kredit saja. Namun perubahan
tersebut tanpa memberikan tambahan kredit
atau tanpa melakukan konversi atas seluruh
atau <sebagian dari kredit menjadi ‘equity

perusahaan.

f9) \Wawancara stal T, Bank Mandiri pada tanggat 23 Okiober 2002
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3. Penataan kembali (restructuring), yaitu
berupa upaya melakukan perubahan syarat-
svarat perjanjian kredit Dberupa pembherian

tambahan kredit, atau melakukan konversi atas
seluruh atau sebagian dari kredit meniadi
equity perusahaan yang dilakukan dengan atau
tLanpa rescheduling dan atau‘ tanpa
reconditioning.

Dalam praktek,7m

langkah-langkah yang dapat
ditempuh bank untuk menyelesailkan kredit macet
sesual dengan berat_ringannya kemacetan tersebut,
antara lain
1. Keringanan bunga kredit
Keringanan-keringanan diberikan bila kredit
tidak lancar vyang disebabkan oleh faktor-
faktor interen dan pihak bank masih percaya
rerhadap kemampuan debitur untuk memperbaiki
usahanva, biasanya pihak Dbank untuk sementara

menghenﬁikan perhitungan bunga kredit, bila

debitur sudah mempunyai kemampuan/usahanya

0 Wawancara saf PT. Bank Mandiri (Perscro) dan PT. Bank Negara Indoncsia (Perscro)
yang sclanjuinya PT. Bank Mandiri (Perscro) dan PT. Bank BNI'46 pada langgal 24 Oklober 2002
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berkembang lagi maka pihak bank akan
memberlakukan perhitungan bunga kredit
kembali.

Memberi bhantuan injeksi kredit

Apabila, bank menganggap bahwa usaha debitur
ﬁasih dapat dihidupkan kembalil Eahkan bila
perlu debitur dalam memulai usahanya kembali
didampingi oleh ahli khusus yang ditunjuk
pank, untuk itu pihak bank memberi tambahan
kredit atau kredit injeksi. Dalam pemberian
kredit injeksi tersebut pihak bank harus
memperhatikan analisis cara-cara pemakaian
fambahan kredit tersebut karena Dbila terijadi
salah perhitungan bank akan berakibat fatal
dalam arti kredit macet akan bertambah besar.
Penyelesaian melalul saluran hukum

Langkah terakhir yang dilakukan bank terhadap
kxredit-kredit yang mengalami kemacetan,
piasanya bagi bank pemerintah penyelesaian
kreditur macet melaluil Badan Urusan Piutang-

pintang Negara/BUPN, BUPN berhak menijual benda




jaminan dan hasil penjualan tersebut
diserahkan pada bank.

4, Penghapusan kredit
Bank akan menghapus kredit tersebut karena
akan mengganggu perencanaan kred;t untuk masa
yvang akan datang.

5. Penjualan jaminan/agunan
Penjualan djaminan/agunan selain yang tersebut
di atas dapat dilaksanakan bersama-sama antara
debitur dan kreditur (penjualan di bawah
tangan), akan tetapi biasanya bank menyerahkan
kepada depitur untuk menjual obyek Jaminan itﬁ

sendiri dengan diawasi/didampingi bank.

Pihak Kreditur Melakukan Pengawasan Secara Ketat
Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Benda Persediaan
Obyek jaminan fidusia meliputi benda
bergerak dan benda tidak bergérak khususnya
bangunan-bahgunan yang tidak bisa dibebani dengan
halk tanggungan/hipotik, benda-benda persediaan
termasuk benda bergerak vang dapat dijaminkan.

Benda persediaan yang berupa stck barang dagangan
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yvang menmpunyai nilai dapat dijaminkan dengan
fidusia vang penyerahannya secara constitutum
possessorium, oleh karena itu benda~benda
persediaan yéng dijaminkan secara fidusia perlu
tingkatan pengawasan dan pengamanan yang lebih
dibandingkan dengan obyek Jaminan fidusia vyang
lain karena obyek Jjaminan fidusia yang Derupa
benda persediaan ini tingkat resikonya lebih
besar vang disebabkan mobilitas Dbenda tersebut.
Qleh karena mobilitas dari obyek Jjaminan
tersebut, apabila pihak bank (kreditur) memberil
teguran kepada debitur dalam hal tidak dipenuhi

kewadiibannya mengganti obyek jaminan fidusia

terhadap penda persediaan yang dikarenzkan penda

rersebut <celalu berubah-uabh Jumiahnva sesuai

dengan perjualan dan pembeliap, tindakan kreditur
tersebut merupakan teguran yang patut' sebégai
pihak pemilik vyang tidak sebenarnya atas benda
jaminan, " Kreditur sebagail orandg vang
berkepentingan atas benda Jaminan, akan tetapi
kewenangan atas benda Jjaminan ity dikvasakan

kepada debitur sehingga sudah sepatutnya kreditur
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melakukan pembinaan kepada debitur hila

diperlukan dan pengawasan atas’ benda jaminan

tersebut,

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit,
bank melakukan pengawasan vang sekgama atas
perjalanan kredit baik secara keseluruhan maupun
secara individual per-debitur. Pengawasan kredit
vang dilakukan Dbank dapat Dbersifat aktif dan
pasif,

- Pengawasan zktif, dilakukan dengan pengawasan on
the spot, vaitu ditempat usaha debitur sehingga
secara langsung akan dapat diketahui segala
masalah vang timbul,

- Pengawasan pasif, dilakukan melalui penelitian
1aporan~laporan tertulis vang dilakukan debitur
seperti laporan keadaan keuangan (neraca rugi-
labaj), laporan penyaluran keuangan, laporan
aktivitas dari keadaan stock barang dan
perkembanéan usaha.

Pengawasan individual debitur dilakukan

melalui hasil analisis kreditnya selama kredit
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berjalan terutama tentang target produktivitas
vang harus dicapai.

Dalam melakukan pengawasan kredit staff bank
harus Dbenar-benar menguaséi seni pengawasan,
pengawasan hukan berarti sesﬁatu vang
menyveramkan, Staff pengawas tersebut harus dapat
menciﬁtakan hubungan vyang harmonis dengan para
debiturnya yang dilandasi dengan pemikiran dan
sikap saling menghormati, saling membutuhkan dan
satu sama lain mempunyai saling ketergantungan.

Apabila debitur mengalami kesulitan~-
kesulitan dalam kegiatan usahanya, maka kesulitan
itu tidak hanya ditanggulangi oleh debitur itu
sendiri, akan tetapi bank sebagai partner harus
dapat berusszha membantu debitur menyelesaikan
berkbagai masalahnya.

Untuk mengetahui keadaan debitur secara
aktif, maka bank harus mempersiapkan data-data
vang diperlukan. Data-data  tentang kegiatan
debitur tersebut dipercleh dari berbagal macam
laporan debitur vyang disampaikan kepada Dbank.

Data-data tersebut disusun dalam bentuk kartu
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vang disebut kartu pengawasan kredit. Kaxrtu

tersebuf memuat seluruh data-data fentang debitur

ddn kegiatan usahanya antara lain

1. Nama dan alamat perusahaan

2. Akta perusahaan dan susunan pengurus

3. Bidang usaha

4, Maksimum kredit yang diberikan

5. Keperluan kredit dengan menyebutkan secara
jelas sesual bidang usaha debitur

6. Jangka waktu (tanggal jatuh tempo kredit)

7. Bentuk kredit

8. Bunga kredit

9. Agunan dengan  menyebutkan jumlah, jenis,
nilai, dan cara-cara pengikatannya

10. Asuransi dan menyebutkan maskapal mana, nomor
pelis, dan jumlah nilai penutupannya.

11. Cara pembayaran bunga kredit

12. Angsuran kredit

13. Collectibilityv dengan menyebntkan perkembangan
kelancaran kredit dari bulan ke bulan,

Daiam melakukan pengawasan kredit sekaligus

melakukan pendekatan (approach) serta bimbingan
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dalam rangka pembinaan debitur, debitur perlu

dibina agar usahanya maju, bérkembang sehingga ia

dapat memenuhi kewajibannya secara lancar.

Langkah paembinaan dengan cara pendekatan
(approach) dan bimbingan  tersebut memegang

peranan VANY sangat penting dalam rangka
pengamanan kredit.

Pengawas dan pembina tersebut harus benar-
benar ménguasail segala masalah-masalah yang
berhubungan dengan bidang usahd debitur, peéngawds
Qan pembina terSebgt harus menguasal dasar-dasar
akuntansi, péngetéhuan tentang keuangan,
pemasaran dan manajémen.

Jaminan fidusia vyang obyeknya tetap dalam
penguasaan debitur, maka kreditur sebagail pémilik
dalam arti tidak sebenarnya Berhak untuk
mengawasi bendad jaminan seésuai perjanjlan, hamun
kadangkala, dalam mengawasi benda jaminan fidusia
kreditur 'm@nggunakan haknya rmelebihi batas
kew&nanganﬂ Hal tarsebut dapat menimbulkan
kerugian di pihak debitur karena manfaat /[

xefaedahannya diperoleh kreditur tidak seimbang
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dengan kerugian vang diderita oleh debitur,
sedangkan debitur belum wanprestasi. Dalam hal
ini tindakan kreditur tersebut tidak patut

sehingga dapat disebut perbuatin melawan hukum.

Ty

i

Hal -ini seszuzi dengan pendapat Munir Fuady yang

‘

nenyebutkan bahwa tindakan yang tidak lavak/patut
dilakukan oleh kreditur, sehingga secara langsung
atau tidak langsung merugikan pihak debitur
misalnva kreditur sengaja ikubt campur dalam
mengeldla sehingga menyebabkan kerugian dipihak
debitur, maka dengan demikian debitur tersebut
sudah semestinva bertanggung jawab berdasarkan
Pasal 1365 EUH Perdata. Contohnya pada kasus
Fa. Mergaria melawan BNI'W teriampir.

Untuk tindakan pihak bank {kraditur)
melakukan pendekatan dan pembinaan dengan cara
memberikan bimbingan-bimbingan / pengarahan
hilamana tindakan  tersebut diperlukan, akan
tetapil pihak bank tidak boleh mencamnpurl

penentuan kebijaksanaan debitur. ~pabila pihak

) Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung, Ciira Aditya Bhakdii, 1996).

halaman 30.

"3 Proyek Pengembangan Teknis. Yustisal Mahkamah Agung Ri
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rank memaksa / campur tangan dalam kebiiaksanaan
perusahaan debitur rersebut merupakan perbuatan
yang tidak patut dan kemuncgkinan dapat merugikan
debitur. Apabila kreditur melakukan pengawasan
sacara ketat terhadap obyek daminan fidusisa
perupa stock benda persediaan bukan merupakan
perbuatan melawan hukum karena stock benda vang
diterima sebagai #aminan kredit terseﬁut sebagail
benda perdagangan vang dapat ter-ijual habis,
sehingga dalam pengamanannya perlu pengamatan dan
pengawasan vang  ketat. Dalam praktek bank
biasanya meminta laporan secara berkala dari
debitur mengenai stock Dbarang tersebut haik
bulanan atau secara triwulan, hal ini untuk
mengetahui ratio dari ijumlah jaminan dan
outstanding kredit yang masih tersisa. Untuk itu
debitur mengusahakan agar stock barang persediaan

tidak kurang dari sisa kredit.

111




BAB V

PENUTUP

Kesimpulan -

Setelah mengadakan pembahasan tentang
Pengamanan Kredit dengan Jaminan Fidusia terhadap
Benda Persediaan dalam Pemberian Kredit pada Bank
di Wilayah Pemerintah Kota Semarang, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut

Pertama, upaya vang dapat dilakukan oleh
bank dalam rangka melakukan pengamanan kredit
dengan jaminan fidusia vyang obyeknya henda
persediaan adalah langkah-langkah pengamanan vyang
bersifat teknikal artinva dilakukan dengan teknik
dan cara~cara yang intensif berupa menganalisa
kredit yang diberikan kepada debitur, mengadakan
rembinaan {mengatur administrasi bila diperlukan),
mengikat Jaminan serta mengasuransikan dan
melakukan 'péngawasan, secara bperkala atau bahkan
kadangkala hanya via telpon saja. Selain itu

pengikatan kredit dengan Jaminan fidusia harus
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Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan
pembahasan dari permasalahan, maka terdapat
bebera?a saran vang Dberkaitan dengan hasil
penelitian dan pembahasan sebagal berikutl

Pertama, untuk menchindari ferjadinya
kerugian di pibak kreditur akibat benda Jjaminan
dapat difidusia ulang, maka sebaiknya dalam
pengikatan perianjian kredit dengan jaminan
fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik oleh
notaris agar mempunyal kepastian hukum,

Kedua, oleh karena obyek jaminan fidusia
ternadap benda persedizan yang selalu berubah-
ubah melalul pgnjualan dan pembelian oleh
debitur, maka debitur wajib melaporkan perubahan
trersebut pada bank dan itu merupakan suatu
keberatan debitur karena harus melaporkan setiap

kali ada perubzhan sehingga menghabiskan waktu.




dibuat dalam bentuk akta otentik agar mempunyai
kepastian hukum.

Kedua, dalam hal kreditur melakukan
pengawasan secara ketat terhadap obyek Jjaminan
fidusia benda persediaan bukan merupakan
perbuatan melawan hukum karena stock benda vang
diﬁerima sebagail Jjaminan kredit tersébut sebagal
henda perdagangan vyang dapat teriual habis,
sehingga dalam pengamanannya perlu pengamatan dan
pengawasan yang ketat dibandingkén dengan obyek
jaminan fidusia lainnya kecua;i dalam mengawasi
penda jaminan fidusia kreditur menggunakan haknya
melebihi batas kewenangan, hal tersebut dapat
menimbulkan kerugian di pihak debitur karena
manfaat/kefaedahannya diperoleh kreditur tidak
seimbang dengan kerugian yang diderita oleh
debitur sedangkan debitur belum wanprestasi.
nalam hal ini tindakan kreditur tersebut tidak
patut selingga dapat disebut perbuatan mnelawan

hakum,
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Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
atas Undang~Undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang

Perhankan.

Undang-Undang Nomoxr 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia.
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